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TRANSLITERASI 
Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab 
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya 
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata 
Arab adalah sebagai berikut: 
1. Konsonan 
No. Arab Latin Ket No. Arab Latin Ket 
1 ا 
Tidak 
dilambangkan 
 
16 ط ṭ 
t dengan titik di 
bawahnya 
2 ب b 
 
17 ظ ẓ 
z dengan titik di 
bawahnya 
3 ت t 
 
18 ع ‘ 
 
4 ث ś 
s dengan titik di 
atasnya 
19 غ gh 
 
5 ج j 
 20 ف f 
 
6 ح ḥ 
h dengan titik di 
bawahnya 
21 ق q 
 
7 خ kh 
 
22 ك k 
 
8 د d 
 
23 ل l 
 
9 ذ ż 
z dengan titik di 
atasnya 
24 م m 
 
10 ر r 
 
25 ن n 
 
11 ز z 
 
26 و w 
 
12 س s 
 
27 ه h 
 
13 ش sy 
 
28 ء ’ 
 
14 ص ş 
s dengan titik di 
bawahnya 
29 ي y 
 
15 ض ḍ 
d dengan titik di 
bawahnya 
   
 
 
2. Konsonan 
Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
 
ix 
 
 
 
Tanda Nama Huruf Latin 
 َ  Fatḥah a 
 ِ  Kasrah i 
 ُ  Dammah u 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
ي   َ Fatḥah dan ya Ai 
و    َ   Fatḥah dan wau Au 
 
Contoh: 
فيك  = kaifa,  
لوه      = haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan tanda 
ي/ا  َ  Fatḥah dan alif atau ya ā 
ي  ِ  Kasrah dan ya ī 
و  ُ  Dammah dan wau ū 
 
Contoh: 
     َل َ  = qāla 
يَمَر   = ramā 
    َلِْي  = qīla 
   ُلْو َ  = yaqūlu 
 
 
 
x 
 
4. Ta Marbutah  (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 
a. Ta marbutah ( ة) hidup 
Ta marbutah ( ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 
dammah, transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah ( ة) mati 
Ta marbutah ( ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah h. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة) diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 
marbutah ( ة) itu ditransliterasikan dengan h. 
 
Contoh: 
  لْاَا فَ لْاَ فَ لْاَا   ةُ فَ لْاَ فَ  : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl 
   لْاَفَ وَّ فَنَ ةُ لْاَا   ةُ فَ لْاَنَ دِ فَ لْاَا   : al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah   
   لْاَ فَ لْاَ فَ   : Ṭalḥah 
Modifikasi 
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, 
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai 
kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, 
bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba 
 v 
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Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi perselisihan dan pelanggaran baik 
disegaja maupun tidak. Pada kasus penganiayaan ringan di Kecamatan 
Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, seperti yang diselesaikan dengan putusan 
adat namun tidak diterima oleh pelaku dan melaporkan kembali ke polisi untuk 
disidangkan di pengadilan negeri. Sehingga membuat putusan lembaga adat 
dipertanyakan kekuatan hukumnya yang sebelumnya diatur dalam qanun adat 
bahwa putusan peradilan adat bersifat tetap. Ada tiga pokok masalah penelitian 
dalam skripsi ini, pertama; bagaimana proses penyelesaian tindak pidana 
penganiayaan di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, kedua; 
bagaimana kekuatan hukum putusan lembaga adat menurut Qanun Aceh Nomor 
10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat pada tindak pidana penganiayaan ringan di 
Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, ketiga; bagaimana tinjauan 
hukum Islam terhadap proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan di 
Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini merupakan 
penelian lapangan (field research) dengan melakukan observasi dan wawancara. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat dalam menyelesaikan 
perkara penganiayaan ringan di Kecamatan Trienggadeng proses penyelesaiannya 
murujuk pada qanun adat dan penyelesaian sengketa/perselisihan sesuai dengan 
sistem peradilan dalam qanun adat. Sementara mengenai kekuatan hukum putusan 
lembaga adat sangat lemah dibandingkan dengan putusan pengadilan negeri. 
dalam tinjauan hukum Islam mengenai penyelesaian sengketa penganiayaan 
hukum dasarnya adalah kisas, tetapi mengenai penganiayaan ringan/yang tidak 
mengakibatkan pelukaan pada athraf, syajjaj, atau jirah, sanksinya adalah ganti 
rugi yang ketentuannya diserahkan kapada kebijaksanaan dan ijtihat hakim, begitu 
pula dengan hukum adat, masyarakat adat menyebutnya  dengan istilah beyeu 
peng meu ubat (membayar sejumlah uang untuk berobat ) yang diputuskan 
berdasarkan kesepakatan para pihak. Dari paparan di atas dapat disimpulkan 
bahwa kekuatan hukum lembaga adat sangat lemah dibandingkan dengan putusan 
pengadilan negeri. 
1 
 
BAB SATU 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Hukum pada prinsipnya merupakan kenyataan atau pernyataan yang beraneka 
ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang 
dengan orang lain.1  
Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan 
perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri 
mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan 
abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang 
melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.2 
Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum 
agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun 
pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah 
masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia 
Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum agama karena sebagian besar masyarakat 
Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak 
terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia 
juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau 
                                                          
1
Sudarsono, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 1. 
 
2
Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubahan Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2005), hlm. 2.  
2 
 
 
yurisprudensi,
 
yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari 
masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.3 
Adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang umumnya bersifat serimonial/upacara-
upacara yang memberi makna dengan simbol-simbol tertentu untuk menggambarkan 
kondisi dan harapan-harapan dalam bentuk kehidupan yang menjadi tujuan mereka. 
Adat merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, sebagai salah 
satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. 
Perkembangan cara kehidupan dan peradaban modern, belum mampu 
menghilangkan adat kebiasaan hidup yang berkembang dalam masyarakat.4 
Adat juga didefinisikan sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas 
nilai-nilai budaya, norma hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lain 
berkaitan menjadi satu sistem.5 
Perkembangan adat istiadat itu sendiri hanya dapat berproses melakukan 
penyesuaian dengan keadaan dan kehendak alam. Adat istiadat bangsa Indonesia 
tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda dalam suku, daerah, 
                                                          
3
 https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia diakses pada tanggal 25 Januari 2018 
pukul 12: 05 wib. 
 
4
Rusjdi Ali Muhammad, Aceh antara Adat dan Syariat (Sebuah Kajian Kritik Tradisi dalam 
Masyarakat Aceh), (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), hlm. 17. 
 
5
Ibid., hlm. 17. 
 
3 
 
 
bangsa akan tetapi tetap satu, yaitu atas dasar bentuk dan sifat ke Indonesiaannya 
yang satu.6 
Pada awal mulanya, hukum Adat disebut dengan sebutan hukum kebiasaan. 
Di beberapa peraturan undang-undang disebut kebiasaan dan bukan hukum adat. 
Kebiasaan adalah segala sesuatu (perbuatan, tingkah laku, perilaku) yang diulang-
ulang di dalam menghadapi yang sama akan berbuat yang sama untuk waktu yang 
sama.
7
 Proses lahirnya hukum adat, sebelum keberadaannya diakui oleh masyarakat 
baik secara yuridis normatif maupun sosiologis, tentunya tak terlepas dari sebuah 
siklus yang menjadi dasar/sumber pembentukannya sehingga lahirlah sesuatu yang 
dikenal dengan hukum adat.8 
Hukum adat merupakan panutan dan implementasi sikap/watak dari praktik 
sehari-hari dalam tatanan kehidupan masyarakat yang lebih bersifat etnis/kelompok 
masyarakat dalam suatu negara. Sifat dan bentuknya bernuansa tradisional dan pada 
dasarnya tidak tertulis serta bersumber dari adat istiadat budaya mereka sendiri.9 
Pelaksanaan peradilan adat di Aceh pada hakikatnya, lahir Undang-Undang  
(UU) Nomor 44 Tahun 1999 yang memberikan keistimewaan bagi Aceh merupakan 
salah satu bentuk pengakuan Pemerintah Pusat terhadap nilai-nilai hakiki masyarakat 
                                                          
6
Badruzzaman Ismail, Asas-asas Hukum Adat, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009), hlm. 
2. 
7
http://www.academia.edu/9578136/Proses_Terbentuknya_Hukum_Adat_di_Indonesia 
diakses pada tanggal 29 Januari 2018 pukul 11:20 wib.  
 
8
Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang, (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2015), hlm. 1. 
 
9
Badruzzaman Ismail, Asas-asas..., hlm. 2. 
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Aceh yang telah hidup dan dipelihara secara turun-temurun. Nilai-nilai ini berupa 
aturan-aturan peradaban yang sampai batas-batas tertentu telah  mampu memelihara 
kerukunan hidup warganya.10 
Adapun bentuk penyelenggaraan keistimewaan bagi daerah Aceh yang 
dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 meliputi, penyelenggaraan 
kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, 
dan peran ulama dalam penepatan kebijakan.11 
Penyelenggaraan keempat keistimewaan di atas, ditindaklanjuti oleh 
pemerintah daerah Aceh dalam bentuk qanun atau peraturan pelaksanaan lainnya. 
Pada tanggal 25 Juli tahun 2000 telah disahkan peraturan daerah (Qanun) Nomor 7 
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.12 
Kemudian dibentuknya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga 
Adat sebagai pengganti Qanun Nomor 7 Tahun 2000. Maka dengan berlakunya 
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 ini Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2000 
dinyatakan dicabut.13  
Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 Bab VI tentang 
Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Mengatur tentang macam-macam 
                                                          
10
IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan  Aceh Provinsi NAD, Kelembagaan Adat Provinsi 
Nanggro Aceh Darussalam, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006), hlm. 71. 
 
11
Ibid., hlm. 72. 
 
12
Ibid., hlm. 72. 
 
13
Badruzzaman Ismail, Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan 
Akuntatabel, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), hlm. 133. 
5 
 
 
sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan oleh Lembaga Adat, salah satunya 
yaitu tindak pidana penganiayaan ringan. Sedangkan sanksi yang diberikan kepada 
pelanggar hukum adat, diatur dalam Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.14 
Selain itu terdapat juga keputusan bersama Gubernur Aceh, Kepala 
Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh pada tanggal 2 Oktober 2007 
tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat di Gampong dan Mukim.15 
Berdasarkan hal tersebut telah terjadi kasus penganiayaan ringan di 
Kecamatan Trienggadeng, kasus tersebut telah diselesaikan dan diputuskan oleh 
lembaga adat, akan tetapi putusan tersebut tidak dilaksanakan dan diabaikan, 
sehingga menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat lain dan ditakutkan akan 
terulang lagi hal yang sama terhadap putusan-putusan lembaga adat.  
Seperti kasus penganiayaan ringan yang terjadi di Gampong Mee Pangwa 
Kecamatan Trienggadeng pada tahun 2016. Kasus tersebut telah diputuskan oleh 
lembaga adat gampong. Namun pihak korban merasa tidak puas dan melaporkan 
kembali kasus tersebut ke polisi dengan alasan putusan peradilan adat lemah dan 
tidak membuat pelaku jera. Korban beranggapan penyelesaian kasus secara adat 
gampong tidak efektif, dikarenakan pelaku tersebut pernah diputuskan oleh lembaga 
                                                          
14
Qanun Aceh  Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, Pasal 
16. 
 
15
Badruzzaman Ismail, Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk..., hlm. 90. 
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adat gampong dengan kasus yang serupa. Sehingga hal ini menjadi persoalan 
hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat gampong.16 
Selanjutnya kasus penganiayaan ringan yang terjadi di gampong mesjid 
peuduk  Kecamatan Trienggadeng pada tahun 2017. Penganiayaan yang dilakukan 
oleh seorang pemuda karena dendam terhadap korban. Kasus tersebut juga telah 
diputuskan oleh peradilan adat setempat. Namun pelaku tidak melaksanakan putusan 
sebagaimana yang telah diputuskan oleh peradilan adat, sehingga pihak korban 
melaporkan kembali kasus tersebut ke polisi.17 
Kasus berikutnya terjadi pada tahun 2016 lalu di Gampong Teumanah 
Kecamatan Trienggadeng, yaitu kasus penganiayaan ringan. Salah seorang dari pihak 
bersengketa mengabaikan/mengingkari putusan yang telah diputuskan oleh peradilan 
adat kepadanya bahkan membawa kasus tersebut kepada pihak kepolisian untuk 
disidangkan di pengadilan negeri.18 
Dari uraian masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut 
dalam bentuk skripsi dengan judul “Kekuatan Hukum pada Putusan Pidana Adat 
menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Studi 
Putusan Kasus Penganiayaan di Kecamatan Trienggadeng Kabupeten Pidie Jaya)”. 
 
                                                          
16
Wawancara dengan bapak Yusaimi Husen, Tuha Peut gampong Mee Pangwa Kecamatan 
Trienggadeng, tanggal 9 Agustus 2018. 
 
17
Wawancara dengan  bapak Abdullah, Tuha Peut gampong Mesjid Peuduek Kecamatan 
Trienggadeng, tanggal 12 Agustus 2018. 
 
18 Wawancara dengan Ridwan, Tuha Peut gampong Teumanah Kecamatan Trienggadeng, 
tanggal 1 Desember 2017 
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1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di 
atas, maka penulis menemukan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  
1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kecamatan 
Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya? 
2. Bagaimana kekuatan hukum putusan lembaga adat menurut Qanun Aceh 
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat pada tindak pidana 
penganiayaan di Kecamatan Triengadeng Kabupaten Pidie Jaya? 
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap preoses penyelesaian tindak 
pidana penganiayaan di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan di 
Kecamatan Trienggadeng Pidie Jaya  
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum putusan lembaga adat menurut Qanun 
Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat pada tindak pidana 
penganiayaan di Kecamatan Triengadeng Kabupaten Pidie Jaya 
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap preoses penyelesaian 
tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Trienggadeng Pidie Jaya 
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1.4. Penjelasan Istilah 
Untuk menghindari kesalah pahaman mengenai judul skripsi ini, maka 
penulis akan memberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul 
tersebut, diantaranya: 
1. Kekuatan Hukum 
Apabila suatu keputusan sudah sah atau dianggap sah, maka keputusan 
tadi mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi 
pergaulan hukum. Kekuatan hukum suatu keputusan dapat berwujud 
kekuatan hukum formil dan kekuatan hukum materil.
 19 Kekuatan hukum dari hukum 
atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan berkaitan dengan kepastian hukum atau 
ketentuan hukum yang ditetapkan. Suatu ketentuan hukum mempunyai kekuatan 
hukum berarti bahwa ketentuan hukum itu mempunyai akibat hukum yang definitif, 
dalam arti bahwa akibat hukum yang timbul dari ketentuan hukum itu.20 
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kekuatan 
hukum adalah ketentuan/keputusan hukum yang sah dan diwujudkan dengan 
kekuatan hukum formil dan kekuatan hukum materil, mengandung kepastian hukum 
dan mempunyai akibat hukum yang timbul dari ketentuan hukum tersebut. 
 
 
 
                                                          
19
https://vjkeybot.wordpress.com/2012/03/31/kekuatan-hukum-suatu-keputusanketetapan/ 
diakses pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 16:03 wib. 
 
20
http://www.rumahbangsa.net/2014/12/kekuatan-hukum-ius-constituendum.html diakses 
pada tanggal 31 Januari 2018 pukul 11: 41 wib.  
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2. Putusan Pidana Adat 
Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan.21 
Sedangkan lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk 
oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan 
mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur 
dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.22 
Putusan piadana adat yang penulis maksud dalam srkipsi ini adalah 
putusan/pernyataan hakim adat  yang diucapkan pada sidang peradilan lembaga adat 
gampong sebagai putusan akhir/putusan damai terhadap tindak pidana penganiayaan 
ringan yang terjadi di kecamatan Trienggadeng dengan ketentuan sanksi berupa 
sanksi adat sebagaimana yang telah ditentukan dalam qanun adat. 
 
3. Qanun Nomor 10 Tahun 2008 
Kata qanun berasal dari Bahasa Yunani kanon, yang berarti untuk 
memerintah, mengukur. Seiring luasnya penggunaan dalam tradisi formal, artinya 
meluas menjadi "aturan baku yang diterima oleh sebuah majelis". 
Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang 
mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat di provinsi Aceh.23 
                                                          
21
Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, (Bandung: PT Citra Aditya 
Bakti, 2004), hlm. 126. 
 
22Badruzzaman Ismail, Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk..., hlm. 112. 
 
23
Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Qanun diakses pada tangga 10 Januari 2018 pukul 22:09 
wib. 
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Sekarang ini, qanun digunakan sebagai istilah untuk “peraturan daerah plus” 
atau lebih tepatnya peraturan pelaksanaan langsung untuk undang-undang (dalam 
rangka otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam).24 Qanun yang 
penulis gunakan dalam skripsi ini adalah Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Lembaga Adat, keputusan bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh 
dan Ketua Majelis Adat Aceh pada tanggal 2 Oktober 2007 tentang Penyelenggaraan 
Peradilan Adat di Gampong dan Mukim  Pasal 2 dan Pasal 6 dan Qanun Aceh Nomor 
9 Tahun 2008 Pasal 13 dan Pasal 16. 
4. Penganiayaan 
Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan 
dan sebagainya).25 Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencederai orang 
lain.
 26 
Menurut Madjloes, yang dimaksud dengan penganiayaan dalam hukum Islam 
adalah dengan sengaja melakukan perbuatan sehingga menimbulkan cidera atau 
cacat pada seseorang yang terkena perbuatan itu. Penganiayaan diidentikkan dengan 
                                                          
24
Al-Yasa` Abubakar dan Marah Halim, Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan 
Pedoman pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana), (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 
2011), hlm. 8. 
 
25
Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Cet, II, (Jakarta: Eska Media, 
2003), hlm. 66. 
 
26
 http://digilib.uinsby.ac.id/14933/5/Bab%202.pdf diakses pada tanggal 10 Desember 2017 
pukul 15:05 wib. 
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melukai.27 Menurut Abdul Qadir Audah penganiayaan adalah setiap perbuatan yang 
menyakiti orang lain yang menganiaya badannya tetapi tidak sampai hilang nyawa.28 
Dari definisi tersebut dapat dipahami penganiayaan adalah setiap perbuatan 
yang menyakiti orang lain baik disengaja ataupun tidak sengaja tetapi tidak sampai 
menghilangkan nyawa/menyebabkan kematian. 
 
1.5. Kajian Pustaka 
Berdasarkan kajian yang penulis teliti di perpustakaan, belum ada skripsi 
yang membahas tentang  judul “Kekuatan Hukum pada Putusan Pidana Adat 
menurut Qanun Aceh No 10 Tahun 2008 tentang Lemabaga Adat (Studi Putusan 
Kasus Penganiayaan di gampong Teumanah Kecamatan Trienggadeng)”. 
Adapun yang menjadi kajian dalam penulisan ini adalah skripsi hasil karya 
Fausia Saripa yang berjudul “Penyelesaian Perkara Pencurian dalam Hukum Adat 
Simelue ditinjau menurut Hukum Islam”, tahun 2013 dalam skripsi tersebut isinya 
tertuju pada proses penyelesaian kasus, yaitu dengan berpedoman pada hukum adat, 
khusunya hukum adat yang berlaku di Simelue.29 
Skripsi Farvira Novita yang berjudul “Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat 
Istiadat dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Adat (Studi terhadap Efektifitas 
                                                          
27
Ibid., 
  
28
Silvia Abdullah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan kepada 
Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Studi Kasus 
2016), Uiniversitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, hlm. 6. 
 
29
Fausia Saripa, Penyelesaian Perkara Pencurian dalam Hukum Adat Simelue ditinjau 
menurut Hukum Islam, (Studi Kasus 2013), Uiniversitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh.  
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Keberlakuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Kecamatan Kota Sigli)” tahun 
2017. Dalam skripsi ini terfokus pada nilai efektifitas dari penerapan qanun serta 
mengkaji pandangan hukum dalam hukum Islam dan tertuju pada Qanun Aceh No.9 
Tahun 2008 dalam menyelesaikan perkara pidana adat.30 
Jurnal yang ditulis oleh Taqwaddin Husin yang berjudul “penyelesaian 
sengketa/perselisihan secara adat gampong di Aceh”. Dalam jurnal ini membahas 
tengtang history dan dasar hukum kewenangan gampong menyelesaikan 
sengketa/perselisihan, mekanisme penyelesaian sengketa/perselisihan dan mengenai 
sanksi kekuatan mengikat putusan adat.31 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain bahwa penelitian skripsi ini 
nantinya membahas tentang proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan di 
kecamatan Trienggadeng berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 dan 
kekuatan hukum putusan Lembaga Adat menurut Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 
tentang Lembaga Adat pada tindak pidana penganiayaan ringan di kecamatan 
Triengadeng. 
 
 
 
 
                                                          
30
Farvira Novita, Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam Penyelesaian Kasus 
Tindak Pidana Adat (Studi Terhadap Efektifitas Keberlakuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di 
Kecamatan Kota Sigli), (studi kasus 2017), Uiniversitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh. 
 
31
Taqwaddin Husin, “Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh”. 
Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. -, No. 67, Desember 2015. 
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1.6. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan proses dalam mendapatkan hasil yang benar 
melalui langkah-langkah yang sistematis.32 Penelitian ilmiah ini diperlukan suatu 
metode yang sesuai dengan suatu permasalahan yang diteliti, dalam penelitian ini 
penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field 
research). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi 
penelitian,33 atau penelitian yang dilakukan dalam situasi alamiah, akan tetapi 
didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Intervensi ini 
dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak dan 
diamati.34 
Metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang 
terjadi di lokasi penelitian melalui observasi maupun wawancara secara sistematis 
dan berlandaskan objek. 
2. Teknik Pengumpulan Data  
Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:  
 
                                                          
32
Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum Normatif  serta Tinjauan Singkat, 
(Jakarta: Rajawali, 2011), hlm.2. 
 
33
Abdurrahman Fathoni, Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: PT 
Rineka Cipta, 2005), hlm. 96. 
 
34
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 21. 
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1. Observasi 
Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung 
ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.35 Dalam hal ini peneliti akan 
terjun langsung ke lapangan yaitu ke tempat penelitian yang telah peneliti tentukan 
selama satu bulan. 
2. Wawancara (Interview) 
Yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang 
berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan 
jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.36 Dalam hal ini penulis akan melakukan 
wawancara dengan responden dan informan yang telah penulis tentukan. 
3. Dokomentasi 
 Ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan 
mengenai data pribadi responden.37 Teknik ini merupakan teknik mencari data-data 
yang berupa catatan, buku, majalah, koran, ataupun dokumen pribadi dan foto. 
 
3. Sumber Data 
Terdapat dua sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan 
utama dalam penelitian ini. 
                                                          
35
Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2009), hlm. 51. 
 
36
Abdurrahman Fathoni, Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,(Jakarta: Asdi 
Mahasatya, 2006), hlm. 105. 
 
37
Ibit., hlm, 112. 
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1. Data Primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti 
(responden). Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan 
yaitu dengan wawancara dan lain-lain, yang berhubungan dengan judul penulis di 
gampong Teumanah Kecamatan Trienggadeng. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka (library 
research) yaitu dengan cara membaca dan mengkaji buku, artikel, yang ada 
diperpustakaan, jurnal dan data-data internet, kemudian dikategorikan sesuai dengan 
data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini, sehingga mendapat hasil 
yang valid. 
 
1.6.4. Analisis Data 
Analisis data merupakan suatu proses dari tindak lanjut pengolahan data dari 
seorang peneliti, pada tahap analisa data peneliti harus membaca data yang telah 
terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis 
yang bagaimana yang diterapkan.38 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
38
Bambang  Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 
77. 
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1.7. Sistematika Pembahasan 
Agar mempermudah pembaca dalam memahami isi ringkasan yang 
terkandung dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan sistematika 
pembahasannya secara garis besar, yaitu sebagai berikut:  
Bab satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika 
pembahasan. 
Bab dua menjelaskan mengenai  penganiayaan, landasan hukum tentang 
perkara penganiayaan dan penganiayaan dalam  peradilan adat. 
Bab tiga membahas tentang studi kasus penganiayaan di gampong  Teumanah 
Kecamatan Trienggadeng, proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan dan 
kekuatan hukum putusan lembaga adat pada tindak pidana panganiayaan di gampong 
Teumanah Kecamatan Trienggadeng 
Bab keempat adalah akhir dari penelitian ini yaitu merupakan bab penutup. 
Sebagai bab penutup, maka di dalamnya akan diutarakan kesimpulan dan saran-saran 
yang dirasa perlu. 
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BAB DUA 
PERKARA PENGANIAYAAN DALAM PERADILAN ADAT 
DAN HUKUM ISLAM 
 
2.1. Pengertian Penganiayaan 
Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang oleh 
W.J.S. Peowarda minta memberikan pengertian sebagai perbuatan bengis seperti 
penyiksaan, penindasan dan sebagainya.
1
 
Sedangkan secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP 
disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata 
jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar ”aniaya” yang mendapat awalan 
“pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda 
yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku 
penganiayaan itu.
 
 
Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan 
diantaranya sebagai berikut: menurut Doctrine mengartikan penganiayaan 
sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa 
sakit atau luka pada orang lain.
 2
 
Menurut H.R (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang 
dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang 
                                                          
1
Fikri, Analisis Yuridis terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan 
No.63/Pid.B/2012/PN.Dgl), Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Ed.2, Vol. 1, 2013, hlm. 4. 
 
2
 http://repository.unpas.ac.id/12206/5/BAB%20II.pdf diakses pada tanggal 27 Februari 
2018 pukul 12: 30 wib. 
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lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh 
merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. 
Mr. M. H. Tirtaamidjaja menyebutkan pengertian “penganiayaan” sebagai 
berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada 
orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada 
orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu 
dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.
 
 
Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah 
perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan 
kata lain menyebutkan seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang 
tersebut memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat 
rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam 
perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.
3
 
Penganiayaan menurut hukum Islam, dalam hukum Islam penganiayaan 
dikenal dengan istilah tindak pidana atas selain jiwa  ( ِيف نَّلا يَن ُا  َي  ََة َا َل ِ) 
digunakan secara jelas oleh  Hanafiyah. Istilah ini lebih luas dari pada apa yang 
dikemukakan oleh Undang-Undang Hukum Pidana Mesir, yang menyebutnya 
dengan istilah pelukaan (ُي رْ َلا ) dan pemukulan (ُي رْ نَّ رْا ). 
Inti dari unsur tindak pidana atas selain jiwa, seperti yag dikemukakan 
dalam definisi di atas adalah perbuatan menyakiti. Dengan demikian yang 
                                                          
3
http://repository.unpas.ac.id/12206/5/BAB%20II.pdf diakses pada tanggal 27 Februari 
2018 pukul 12: 30 wib. 
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termasuk dalam pengertian perbuatan menyakiti, setiap jenis pelanggaran yang 
bersifat menyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti pelukaan, 
pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penempelengan. Oleh karena sasaran 
tindak pidana ini adalah badan atau jasmani manusia maka perbuatan yang 
menyakiti perasaan orang tidak termasuk dalam definisi di atas, karena perasaan 
bukan jasmani dan sifatnya abstrak, tidak konkret. Perbuatan menyakiti perasaan 
dapat dimasukkan ke dalam tindak pidana penghinaan atau tindak pidana lain.
 
 
Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah adalah  setiap perbuatan 
menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai 
menghilangkan nyawanya. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang 
dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah 
setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan 
anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan 
hidupnya masih tidak terganggu.
4
 Dan para fukaha mengartikan, tindak pidana 
atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan menyakitkan yang 
mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian.
5
  
 
 
 
 
 
                                                          
4
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 179. 
 
5
Ali Yafie, dkk., Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid IV (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 
2008), hlm. 19. 
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2.2. Landasan Hukum tentang Larangan Perkara Penganiayaan 
 
2.2.1. Landasan hukum tentang larangan penganiayaan menurut qanun adat 
Menenganai landasan hukum tentang larangan penganiayaan, Pemerintah 
Aceh telah mengeluarkan peraturan dalam bentuk qanun.
6
 Landasan hukum 
tersebut, telah dikukuhkan secara tegas dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam Bab VI Pasal 13, 
telah jelas disebutkan terdapat 18 (delapan belas) jenis sengketa/perselisihan yang 
dapat diselesaikan secara adat, salah satunya adalah penganiayaan ringan. 
Landasan hukum larangan penganiayaan dalam hukum positif dimuat dalam Bab 
XX, Pasal 351 s/d Pasal 355. Jenis tindak pidana penganiayaan dapat 
dikategorikan  sebagai berikut: 
a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP) 
Yaitu penganiayaan yang menyebabkan sakit atau berhalangan untuk 
melakukan jabatan atau pekerjaan atau penggangguan pikiran yang tidak lebih 
lama dari empat minggu, sakit itu dapat diharapkan sembuh dan tidak 
mendatangkan bahaya maut.
7
 
Dalam Pasal 351 menyebutkan bahwa: 
(1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun 
 delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 
 rupiah. 
(2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah 
 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 
(3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
 tujuh tahun. 
                                                          
6
Pengalaman Aceh, Kalimantan Tengah Dan Sulawesi Tengah, Eksistensi Peradilan 
Adat, (Sulawesi Tengah: Kementrian PPN/Bappenas, 2016), hlm. 37. 
 
7
Fikri, “Analisis Yuridis terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan 
No. 63/pid.B/2012/PN.Dgl)”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 1, tahun 2013, hlm. 5. 
21 
 
 
(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.8 
 
Dari pasal tersebut di atas dapat diuraikan secara terperinci bahwa 
penganiayaan ini dinamakan penganiayaan biasa, diancam hukuman lebih berat, 
apabila penganiayaan biasa ini berakibat luka berat atau mati, tentang luka berat 
disebutkan dalam Pasal 90 KUHP luka berat atau mati di sini harus hanya 
merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat.
9
 
b. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP) 
Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai 
berikut: 
(1) Penganiayaan dengan berencana terlebih dahulu, diancam dengan 
pidana penjara paling lama empat tahun. 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah 
dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam 
dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.  
 
c. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP) 
Dalam Pasal 354 penganiayaan berat sebagai berikut: 
(1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena 
melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 
delapan tahun. 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam 
dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
10
 
 
 
 
d. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP 
                                                          
8
R.Soenarto Soerodibroto, KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah 
Agung dan Hoge Raad, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 214. 
 
9
Fikri, “Analisis Yuridis terhadap Delik Penganiayaan..., hlm. 5 
 
10
R.Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP..., hlm. 217. 
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Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 sebagai berikut: 
(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun. 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam 
dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun.
11
 
 
e. Penganiayaan ringan (Pasal 532) 
Penganiayaan ringan yaitu penganiayaan yang tidak menyebabkan rasa 
sakit atau berhalangan mengerjakan jabatan atau pekerjaan.
12
 Disebutkan 
penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau 
penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas 
sehari-harinya. Rumusan dalam penganiayaan ringan telah diatur dalam Pasal 352 
KUHP sebagai berikut:
13
 
(1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan 
yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan 
pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan 
ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana 
denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah 
sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang 
yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. 
(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.14 
 Tindak pidana penganiayaan yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat 
adalah tindak pidana penganiayaan ringan, seperti yang disebutkan dalam Qanun 
Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13, macam-macam sengketa/perselisihan yang 
dapat diselesaikan oleh Lembaga Adat adalah sebagai berikut: 
                                                          
11
Ibid., hlm. 218. 
 
12
Fikri, “Analisis Yuridis terhadap Delik Penganiayaan..., hlm. 5 
 
13
Natalia Ayu Ariati, Tinjauan Yuridis Penggunaan Visum Et Repertum Sebagai Sarana 
Pembuktian Perkara Penganiayaan yang Terjadi dalam Pertandingan Sepak Bola (Studi Kasus 
dalam Putusan Nomor: 173/Pid/2010/PT.Smg), (Studi Kasus 2010), Universitas Sebelas Maret,  
Surakarta, hlm. 25. 
 
14
R.Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP..., hlm. 216-217. 
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a. perselisihan dalam rumah tangga 
b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh 
c. perselisihan antar warga 
d. khalwat meusum 
e. perselisihan tentang hak milik 
f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan) 
g. perselisihan harta sehareukat 
h. pencurian ringan 
i. pencurian ternak peliharaan 
j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan 
k. persengketaan di laut 
l. persengketaan di pasar 
m. penganiayaan ringan 
n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat) 
o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik 
p. pencemaran lingkungan (skala ringan) 
q. ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman) 
r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.15 
 
Bentuk-bentuk sanksi adat yang diberikan kepada pelanggar diatur dalam 
Qanun Adat Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan 
Adat Istiadat, Bab VII, Pasal 16 ayat (1),
16
 yaitu; nasehat, teguran, pernyataan 
maaf, sayam, diyat, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat gampong, 
dikeluarkan dari masyarakat gampong, pencabutan gelar adat dan bentuk sanksi 
lainnya sesuai dengan adat setempat.17  
Penganiayaan ringan yang dimaksud di sini adalah seperti yang disebutkan 
dalam peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan 
Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Istiadat, sebagai berikut: 
Pasal (10): 
                                                          
15
Badruzzaman Ismail, Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-Sisi Keterkaitan Kawasan Adat 
Mukim dan Gampong di Aceh, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2014), hlm. 146. 
 
16
Mahdi, Eksistensi Peradilan Adat di Aceh, Jurnal Studia Islamika, Vol. 8, No.2, 
Desember 2011. hlm 201. 
 
17
 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, 
Pasal 16 
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“Penganiayaan ringan yang dimaksud dalam pasal tersebut di atas adalah 
penganiayaan yang tidak menimbulkan pendarahan berat dan/atau tidak 
menimbulkan cacat fisik dan/atau psikis”.18 
 
2.2.2. Landasan hukum tentang larangan penganiayaan menurut hukum Islam 
Larangan menyakiti/menganiaya sesama muslim  dilarang dalam ajaran 
agama Islam, seperti firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 58: 
 وُبَسَت رْكٱي  َي ِرَْيِغبيِتََٰل ِ رْؤُمرْاٱ َيَنيِل ِ رْؤُمرْاٱيَن ُذ رْؤ ُايَناِذنَّاٱ َ ۟ و َُمَت رْحٱيِدَق َفي ۟ ًليِبُّ ي ًمرْثِإ َي ًل ََٰت رْه ُبي 
 
Artinya: “dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan 
mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka 
telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”. 
 
Dalam ayat di atas menyebutkan tentang orang-orang yang menyakiti 
manusia lainnya baik laki-laki maupun perempuan dengan cara apapun, baik 
secara lisan, tangan dan sebagainya tanpa kesalahan yang mereka perbuatan maka 
dosa yang nyata terhadapnya.
19
 
Perbuatan menyakiti/aniaya juga telah jelas disebutkan dalam firman 
Allah. Surat Al-A`raf ayat 33, sebagai berikut: 
ُي ي ِرَْيِغبي َرْغ َبرْا َ يَمرْث ِرْلْ َ يَنَطَبي  َ َي َه رْ ل ِي ََهَظي  َيَشِح َو َرْا ي ََِّبريَمنَّ َحي َمنَّنِإي رْل
يَلَي  َيِهنَّ ا يى ََةي وُاوُق َتي رْنَأ َي ًن َطرْ ُسيِِهبي رْلِّز َل ُايرْمَاي  َيِهنَّ ا ِبي وُِك رْشُتي رْنَأ َيِّقَحرْا 
َينوُم َرْ  َت 
 
Artinya: kakanlah (Muhammad) “Tuhanku hanya mengharamkan segala 
perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan 
zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan 
Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan 
                                                          
18
Badruzzaman Ismail,  Pedoman Peradilan Adat dan..., hlm. 123. 
 
19
Novi Endria, Tinjaun Hukum Islam terhadap Kekerasan Non Fisik terhadap Anak 
dalam Keluarga (Studi Kasus di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh 
Selatan), (Studi Kasus 2016), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm. 62-63. 
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(mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu 
ketahui”. 
 
Pada ayat tersebut di atas Allah swt memerintahkan kepada Rasulullah saw 
untuk menyampaikan kepada orang-orang yang musyrik dan lain-lain, apa-apa 
yang telah diharamkan Allah. Sesungguhnya yang diharamkan Allah dalam ayat 
ini harus dijauhi benar-benar, karena bahayanya sangat besar, baik terhadap yang 
mengerjakannya maupun terhadap ummat manusia semuanya, larangan-larangan 
Allah itu salah satunya adalah “perbuatan yang melampau batas, berlaku aniaya 
sesama manusia, dan memperkosa hak pribadi atau hak sesama”.20 
Mengenai perbuatan yang berlebih-lebihan yang melapau itu selain 
merusak dan merugikan, juga Allah tidak menyukainya. Setiap pekerjaan yang 
tidak disukai Allah, kalau dikerjakan juga, tentu akan mendatangkan bahaya. 
Dalam hadis menyebutkan: 
ٍي ِب  َي رْنَة َ َيل َ يُهرْلَةُيا ي َ َِري:ا يُلوُسَريَل َ : وُقنَّ ت ِ ي ِ َ َيِقرْا يَمَوايٌتي َم ُُظيَمرْ ُّظا ينَّنَِإفيَمرْ ُظا 
يرْمُك َ رْ ب َ يَن َكين َيَك َ رْهَأيُهنَّنَِإفي،نَّحُّشا  وُقنَّ ت )ٌيم ِ رْس ُيُه َ َ رْ َأ(. 
 
Diriwayatkan dari Jabir Radhiyallahu „Anhu, ia berkata: Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “jauhilah kezaliman, karna kezaliman itu 
adalah kegelapan pada hari kiamat. Jauhilah sifat kikir karena kikir itulah yang 
membinasakan orang-orang sebelum kamu”. (HR. Muslim).21 
Dalam hukum pidana Islam, ada dua klasifikasi dalam menentukan 
pembagian tindak pidana atas selain jiwa, yaitu; ditinjau dari segi niatnya, dan 
                                                          
20
Tim Tashih Departemen Agama, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid ke- III, (Yokyakarta: 
PT. Dana Bakti Wakaf, 1991), hlm. 401. 
 
21
Muhammad Bin Ismail Al-Amir As-Shan`ani, Subulus Salam (Syarah Bulugh Al-
Maram), Jilid-III, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 877. 
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ditinjau dari segi objeknya (sasarannya). Dari segi niat pelaku, tindak pidana atas 
selain jiwa dapat di bagi kepada dua bagian. Pertama, tindak pidana atas selain 
jiwa dengan sengaja. Kedua, tindak pidana atas selain jiwa tidak sengaja. 
Sedangkan ditinjau dari segi objeknya/sasarannya, tindak pidana atas 
selain jiwa, baik sengaja maupun tidak sengaja dapat dibagi kepada lima bagian. 
Sebagai berikut: 
1. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya 
Adapun yang dimaksud dengan jenis yang pertama ini adalah 
tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang 
disetarakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan maupun 
pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, 
kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata, 
merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, 
bibir kemaluan perempuan, dan lidah. 
Hukum pokok untuk perusakan athraf dengan sengaja adalah 
qishash, sedangkan hukuman penggantinga adalah diat atau ta‟zir. Adapun 
hukuman pokok untuk perusakan athraf yang menyerupai sengaja dan 
kekeliruan adalah diat, sedangkan hukuman penggatinya adalah ta‟zir. 
Allah berfirman di dalam Surah Al-Maidah ayat 45 sebagi 
berikut:
22
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Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana...,  hlm. 181. 
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يِنُذُ رْلْ ِبيَنُذُ رْلْ َ يِفَن رْلْ ِبيَفَن رْلْ َ يِنرْي َرْا ِبيَنرْي َرْا َ يِفرْ نَّ لا ِبيَفرْ نَّ لا ينَّنَأيآَه رْ يِفيرْمِهرْي ََةي َل رْ بَتََك 
يٌص َص ِي َ  ُُلرْا َ يِنِّسا ِبينَّنِّسا ََي ُيهنَّاي ٌَر نَّ َكيَوُه َفيِِهبي َنَّدَصَتي رْن َ,ييآَمِبيرْمُك رْحَايرْمَاي رْن َ َ
َين رْوُم ِنَّظا يُمُهيَكِـ َا رْ  َُفُيا يَلَزرْ نَأ 
ي
Artinya: “dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-
Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, 
hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-
luka pun ada qisasnya. Barang siapa yang melepskan (hak qisas) nya, 
maka melepskan hak itu (menjadi) penebusan dosa baginya. Barang siapa 
tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka 
mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. 23 
 
2. Menghilangkan mamfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih 
tetap utuh 
 
Maksud dari jenis ini adalah tindakan yang merusak mamfaat dari 
anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Dengan 
demikian, apa bila anggota badannya hilang atau rusak, sehingga 
mamfaatnya juga ikut hilang maka perbuatannya termasuk kelompok yang 
pertama, yaitu perusakan anggota badan. Yang termasuk dalam kelompok 
ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, 
perasaan lidah, kemampuan berbicara, dan lain-lain. 
Hukum untuk tindak pidana menghilangkan mamfaat anggota 
badan ini adalah hukum qishash dan apabila qishash betul-betul tidak 
memungkinkan untuk dilaksanakan maka pelaku dibebani hukuman diat.  
3. Asy-Syajjaj 
                                                          
23
Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 33. 
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Yang dimaksud dengan asy-syajjaj adalah pelukaan khusus pada 
bagian muka dan kepala. Sedangkan pelukaan atas badan selain muka dan 
kepala termasuk kelompok keempat, yaitu jirah. 
Imam Abu Hnifah berpendapat bahwa syajjaj adalah pelukaan pada 
bagian muka dan kepala tetapi khusus di bagian-bagian tulang saja, seperti 
dahi, sedangkan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk syajjaj, tetapi 
ulama yang lain berpendapat bahwa syajjaj adalah pelukaan pada bagian 
muka dan kepala secara mutlak. Adapun organ-organ tubuh yang termasuk 
kelompok anggota badan meskipun ada pada bagian muka, seperti mata, 
telinga, dan lain-lain tidak termasuk syajjaj. 
Menurut Imam Abu Hanifah, syajjaj itu ada sebelas macam.
24
 
a. Al-Khairishah, yaitu pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai 
mengluarkan darah. 
b. Ad-Dami’ah, yaitu pelukaan yang mengakibatkan pendarahan, 
tetapi darahnya tidak samapai mengalir, melainkan seperti air mata. 
c. Ad-Damiyah, yaitu melukaan yang mengakibatkan mengalirkan 
darah. 
d. Al-Badia,ah, yaitu pelukaan yang sampai memotong daging. 
e. Al-Mutalahimah, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih 
dalam dari pada Al-Badi’ah. 
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Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana..., hlm. 182. 
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f. As-Asimhaq, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam 
lagi, sehingga kulit halus (selaput) antara daging dan tulang 
kelihatan. Selaputnya itu sendiri disebut dengan simhaq. 
g. Al-Mudhihah, yaitu pelukaan yang lebih dalam, sehingga 
memotong dan merobek selaput tersebut dan tulangnya kelihatan. 
h. Al-Hasyimah, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi, sehingga 
memotong atau memecahkan tulang. 
i. Al-Munqilah, yaitu pelukaan yang bukan hanya sekedar memotong 
tulang, tetapi sampai memindaahkan posisi tulang dari tempat 
asalnya. 
j. Al-Ammah, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga samapai 
kepada ummud dimagh ( غِا مَ دِّلا  مُّ 
أُ  ), yaitu selaput antara tulang dan 
otak. 
k. Ad-Damighah, yaitu pelukaan yang merobek selaput antara tulang 
dan otak sehingga otaknya kelihatan. 
Menurut Abdurrahman Al-Jazari, sebenarnya jenis syajjaj yang 
disepakati oleh para fukaha adalah sepuluh, yaitu tanpa 
memasukkan jenis kesebelas, yaitu Ad-Damighah. Hal ini karena 
Ad-Damighah itu pelukaan yang merobek selaput otak, sehingga 
karenanya otak tersebut akan berhamburan, dan kemungkinan 
mengakibatkan kematian. Itulah sebabnya Ad-Damighah tidak 
dimasukkan ke dalam kelompok syajjaj. 
30 
 
 
Hukuman untuk syajjaj sebagian ada yang dikenakan qishash dan 
sebagian lagi adalah diat 
4. Al-Jirah 
Al-Jirah adalah pelukaan pada anggota badan  selain wajah, kepala 
dan athraf.  Anggota badan yang pelukaannya termasuk jirah ini meliputi 
leher, dada, perut, sampai batas pinggul. 
Al-Jirah ini ada dua macam. yang pertaman jaifah, yaitu pelukaan 
yang sampai ke bagian dalam dari dada dan perut, baik pelukaannya dari 
depan, belakang, maupun samping. Kedua Ghair jaifah, yaitu pelukaan 
yang tidak sampai ke bagian dalam dari dada atau perut, melainkan hanya 
pada bagian luarnya saja. 
hukuman untuk jirah ini adalah qishash. Apabila qishash tidak bila 
dilaksanakan maka diganti dengan diat.  
5. Tindakan selain yang telah disebutkan di atas 
Adapun yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah setiap 
tindakan pelanggaran, atau menyakiti yang tidak sampai yang tidak sampai 
merusak atharf atau menghilangkan mamfaatnya, dan tidak pula 
menimbulkan luka syajjaj atau jirah. Sebagai contoh dapat dikemukakan, 
seperti pemukulan pada bagian muka, tangan, kaki, atau badan, tetapi tidak 
sampai menimbulkan atau mengakibatkan luka, melainkan hanya memar, 
muka merah, atau terasa sakit.  
Hanafiah sebenarnya hanya membagi tindak pidana atas selain jiwa 
ini kepada empat bagian, tanpa memasukkan bagian yang ke lima ini 
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adalah suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan luka pada athraf 
(anggota badan), tidak menghilangkan mamfaatnya, juga tidak 
menimbulkan luka syajjaj, dan tidak pula luka pada jirah. Dengan 
demikian akibat perbuatan tersebut sangat ringan, sehingga oleh karenanya 
mungkin lebih tepat untuk dimasukkan pada ta‟zir.25 
2.2.3. Landasan hukum tentang kewenangan lembaga peradilan adat dalam 
menyelesaikan perkara penganiayaan 
 
Landasan hukum tengtang kewenangan lembaga adat dalam 
menyelesaikan perkara-perkara di gampong di atur dalam Qanun Aceh Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dalam Bab II Pasal 2 menyebutkan fungsi 
lembaga sebagai berikut: 
(1) Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam 
penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembianaan masyarakat, 
dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. 
(2) Lembaga-lembaga adat sebagimana yang dimaksud daalam ayat (1)    
adalah: (a) majelis adat Aceh, (b) imum mukim atau nama lain, (c) 
imum  keuchik atau nama lain, (d) keuchik atau nama lain, (e) tuha 
peut atau nama  lain, (f) tuha lapan atau nama lain, (g) imum 
meunasah atau nama lain, (h) keujrun blang atau nama lain, (i) 
pangliama laot atau nama lain, (j) pawang glee atau nama lain, (k) 
petua seuneubok atau nama lain, (l) haria peukan atau nama lain, dan 
(m) syahbanda atau nama lain. 
 
Sedangkan wewenang lembaga adat disebutkan dalam Bab III Pasal 4 
(empat) sampai dengan Pasal 6 (enam).  
Pasal 4: dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (1) lembaga adat berwenang: 
a. Menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat; 
b. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan; 
c. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat; 
d. Menjaga eksitensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan 
dengan syari‟at Islam; 
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e. Menerapkan ketentuan adat; 
f. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; 
g. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan  
h. Menegakkan hukum adat.26 
 
Pasal 5: “setiap lembaga adat berhak asat pendapatan yang bentuk dan 
besarnya disepakati berdasarkan musyawarah masyarakat adat”. 
 
Pasal 6: “setiap lembaga adat dapat berperanserta dalam proses perumusan 
kebijakan oleh pemerintah sesuai dengan tingkatnya yang berkaitan dengan tugas, 
fungsi dan wewenang masing-masing lembaga adat”.27 
 
Dan sebagaimana yang terdapat dalam rancangan MOU, 2 Oktober 2007: 
keputusan bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua 
Majelis Adat Aceh Pemerintah Nanggro Aceh Darussam tentang Penyelenggaraan 
Peradilan Adat di Gampong dan Mukim, menyebutkan bahwa: 
Pasal 2 : “lembaga peradilan adat/peradilan damai adalah lembaga 
peradilan untuk menyelenggarakan kekuasaan peradilan adat dalam menegakkan, 
keamanan, ketertiban, kerukunan dan kedamaian mewujudkan keseimbangan dan 
kesejahteraan kehidupan masyarakat gampong/mukim, berdasarkan kaedah-
kaedah hukum adat yang hidup dan berlaku pada masing-masing wilayah 
setempat”. 
 
Pasal 6 Ayat :  
(1) Setiap putusan yang ditetapkan oleh peradilan adat gampong atau 
mukim karena diktum amaran putusannya bersifat “damai” (persetujuan para 
pihak), maka putusan itu adalah bersifat “putusan tetap”. 
(2) Untuk mendapatkan “putusan tetap”, propesi peradilan adat dilakukan 
menurut mekanisme musyawarah perangkat adat dan sistem administrasi 
peradilan adat yang tertip dan terdokumentasi. 
(3) Putusan damai sebagai putusan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) di atas tidak dapat diajukan lagi tuntutannya pada lingkungan paradilan 
negara.28 
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Badruzzaman Ismail, Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil 
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Badruzzaman Ismail, Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk...hlm. 90-91 
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Kewenangan atau kompetensi yang dimiliki  oleh peradilan adat di Aceh 
tentu saja tidak setara dengan kompetensi yang dimiliki oleh peradilan negara. 
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kompetensi peradilan adat di Aceh 
lebih kepada aspek umum dan tidak membedakan jenis perkara perdata dan 
pidana. Kompetensi yang berada di bawah peradilan adat mencakup perkara-
perkara ringan yang terjadi dalam masyarakat. Sengketa skala berat, biasanya 
langsung ditangani oleh pihak aparat penegak hukum seperti polisi, namun untuk 
sengketa ringan, dimungkinkan diselesaikan di tingkat komunikasi menjadi 
kewenangan peradilan adat.  
Walaupun demikian, terdakang suatu sengketa, awalnya merupakan 
masalah ringan, namun kemudian bisa berubah menjadi berat karena muncul 
sengketa baru, seperti masalah sengketa batas tanah, walaupun dapat diselesaikan 
melalui peradilan adat, bisa saja berkembang menjadi sengketa pidana, karena 
terjadi tindak pidana kekerasan pada salah satunya. 
Meskipun demikian, jika ada pihak yang bersengketa ingin melimpahkan 
sengketanya dari peradilan adat ke pengadilan formal, hal ini dapat dilakukan, 
sejauh sengketa tersebut terjadi karena bukan jurisdiksi suatu peradilan, para 
pihak tidak mau menyelesaikannya melalui peradilan adat dan hukum adat itu 
sendiri tidak mampu menyelesaikan sengketa tersebut.
29
 
2.3. Prinsip-Prinsip Dan Tujuan Peradilan Adat  
Peradilan adat merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang 
terjadi dalam masyarakat, diluar peradilan formal. Ada peradilan formal seperti 
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peradilan negeri, mahkamah syariah dan lainnya. Diluar peradilan formal kita 
mengenal berbagai alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi dan lainnya. 
Dalam kehidupan masyarakat berbasis adat di Aceh kita mengenal adanya 
mekanisme penyelesaian sengketa secara damai oleh lembaga adat. Penyelesaian 
sengketa inilah yang dimaksudkan sebagai peradilan adat. 
 Pemaknaan peradilan adat dengan demikian adalah proses penyelesaian 
senketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat oleh 
lembaga adat yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan bertujuan 
damai.  
Pelaksanaan peradilan didasari pada filosofi penyelesaian masalah bukan 
sekedar memutuskan perkara. Menurut Prof. Hakim Nyak Pha peradilan adat 
didasari pada ajaran “menyelesaikan” bukan pada ajaran “memutuskan”. Lebih 
jauh Hakim Nyak Pha menerangkan bahwa “ajaran memutuskan” berpendirian 
bahwa suatu perselisihan harus diselesaikan secara tegas, jelas dan pasti, sehingga 
masalah kerukunan dan keseimbangan hidup masyarakat kurang menjadi 
perhatian. Sedangkan peradilan adat sebaliknya, peradilan adat lebih 
memperhatikan kerukunan dan keseimbangan hidup masyarakat.
 30
 
Dalam pelaksanaan hukum adat, ada beberapa prinsip yang perlu 
diperhatikan, yaitu menyangkut hubungan “hak dan kewajiban” antara anak 
dengan orangtua sebagai ikatan kerabat/kaom, sangat komunal (perlindungan 
penuh/timbal balik). “masyarakat adat” membentuk garis-garis keturunan yang 
bersifat: matrilineal, patrilineal dan perantal (menjadi landasan hukum). 
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Matrilineal (matriarchaat) adalah suatu sistem hubungan garis keturunan yang 
mendasarkan diri pada pada garis keturunan ibu (perempuan). Patrilineal 
(patriarchaat) adalah suatu sistem garis keturunan yang mendasarkan diri pada 
garis keturunan ayah (laki-laki). Parental adalah suatu sistem hubungan garis 
keturunan yang mendasarkan diri pada garis keturunan ibu dan ayah (laki-laki dan 
perempuan). 
Namun dalam kehidupan masyarakat Aceh, karena kentalnya pengaruh 
hukum Islam, maka dalam sistem garis keturunan darah lebih berorientasi kepada 
sistem parental (garis keturunan pihak ibu dan pihak ayah dipandang sama 
derajatnya (beckwaamheids/ sama cakap hukum). Karena itu perlu diperhatikan 
beberapa hal:
 31
 
1. Persekutuan hukum bukan bersifat kekuasaan (gezagsgemeenschap), 
melainkan bersifat kekeluargaan dan merupakan kesatuan hidup bersama 
(levensgemeenschap), di mana satu sama lain saling mengenal sejak waktu 
kanak-kanak hingga dewasa/tua (hubungan kasih sayang). 
2. Keputusan bersifat damai, dalam musyawarah adat musapat. 
3. Kepala persekutuan adalah kepala/fungsional adat/bapak rakyat. Kepala 
rakyat berkewajiban meyelenggarakan hukum sebagai preventif dan 
penegakan hukum kembali, bila ada pelanggaran (Surojo Wignyodipuro, 
1979: 105). 
4. Bagi masyarakat Aceh, adat kental dengan nilai Islami : adat ngon hukom 
(agama) lage zat ngen sifeut, berlaku garis parental di mana kedudukan 
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ayah dan ibu terhadap anak sama kuat (posisi perlindungan anak/sampai 
anak dewasa/merderjaring). 
5. Hukum adat terbuka dan tidak menganut sistem preaxistente regels (tidak 
menganut sistem penetapan hukum lebih dahulu/nullum delictum, nulla 
poena sine previa lege poenali (hukum positif), tidak berlaku bagi hukum 
adat. 
6. Dasar-dasar konkrit pertimbangan adalah persetujuan para pihak, yang 
dihasilkan oleh mekanisme proses perangkat adat yang kemudian 
ditetapkan hukum dalam musyawarah dan ditandatangani bersama para 
pihak dan saksi-saksi yang berhadir. Ketentuan-ketentuan ini merupakan 
prosedur administrasi peradilan adat yang harus dipenuhi. 
7. Bentuk dan isi keputusan musyawarah inilah yang menjadi “rujukan 
materi hukum” menurut teori beslissingenleer (ajaran keputusan), yang 
diterapkan dalam penyelesaian sengketa-sengketa adat dalam masyarakat. 
8. Keputusan peradilan adat bukan bersifat “vonnis”, seperti dilingkungan 
peradilan umum, melainkan merupakan suatu “penetapan, 
keputusan/beschikkingsrehts” yang bermuatan “damai”/persetujuan para 
pihak, sebagai produk hasil musyawarah para perangkat gampong dan atau 
mukim sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang berlaku.
32
 
Prinsip umum yang dianut oleh peradilan adat di Aceh adalah „tidak boleh 
membuka „aib orang dan harus menjaga kewajiban orang/keluarga, rasa malu 
terhadap sesuatu yang cemar dalam pandangan umum, yaitu toep aieb (tutub aib). 
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Prinsip lain yang juga harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang 
menjalankan peradilan adat adalah „yang lemah dibimbing, yang pincang dipapah, 
yang kurang ditambah, yang ganjil digenapkan, yang salah dibetulkan, yang lupa 
diingatkan, yang menangis didiamkan, yang bertengkar diredakan, dan yang 
keliru diingatkan.
33
 
 Prinsip lain yang juga tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses 
penegakan peradilan adat di Aceh antara lain: amanah, tanggungjawab, kesetaraan 
dalam hukum, penyelesaian secara damai/rukun, cepat, mudah, dan murah, jujur, 
ikhlas dan sukarela, musyawarah/mufakat, keterbukaan untuk umum, 
keberagamaan, praduga tidak bersalah, dan berkeadilan.
34
 
Dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 90, menyebutkan bahwa: 
ِيإيِذيِء َتاِإ َيِن َس رْحِرْلْ َ يِل رْد َرْا ِبي ُ ُرْ َايَهنَّ ا ينَّن ييِء َش رْح َرْا يِنَةي َٰىَه رْ ل َا َي َٰىَبرْ ُقرْا
ي ِرْغ َبرْا َ ي َِكرْلُمرْا َ َۚين  ُنََّكذَتيرْمُكنَّ  ََايرْمُكُظ َِاي 
 
Artinya: sesunggunya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan melarang  dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan keangkuhan.dia memberi pengajaran 
kepadamu agar kamu ingat . 
.  
Tujuan peradilan adat, pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan 
adat istiadat menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 bertujuan untuk 
menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, tersedianya pedoman 
dalam menata kehidupan bermasyarakat, membina tatanan masyarakat adat yang 
kuat dan bermartabat, memelihara, melestarikan dan melindungi khasanah-
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khasanah adat, budaya, bahasa-bahasa daerah dan pusaka adat, merevitalisasi adat, 
seni budaya, bahasa yang hidup dan berkembang di Aceh dan menciptakan 
kreativitas yang dapat memberi manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. 
Pelanggaran yang dapat diselesaikan secara adat termasuk penganiayaan 
ringan dan lainnya, penyelesaian perkara di dalam peradilan adat di gampong 
dilaksanakan oleh perangkat gampong, adapun susunan perangkat tim peradilan 
secara adat di gampong adalah oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: Keuchik, 
imuem menasah, tuha peut, sekretaris gampong, dan ulama, cendikiawan dan 
tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan 
kebutuhan.
35
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BAB TIGA 
KEKUATAN HUKUM PADA PERADILAN PIDANA ADAT MENURUT 
QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2008 PUTUSAN KASUS 
PENGANIAYAAN DI GAMPONG TEUMANAH KECAMATAN 
TRIENGGADENG 
 
3.1. Profil Wilayah Kecamatan Trienggadeng 
Kecamatan Trienggadeng merupakan salah satu Kecamatan yang terletak 
di Kabupaten Pidie Jaya. Batas wilayah Kecamatan Trienggadeng yaitu, sebelah 
utara Selat Malaka, sebelah selatan Kecamatan Bandar Baru, sebelah barat 
Kecamatan Bandar Dua dan Panteraja dan sebelah timur Kecamatan Meureudu.
1
  
Kecamatan Trienggadeng terdiri dari 27 gampong (desa). Yaitu, gampong 
Panton Raya, Peulandok Tunong, Peulandok Teungoh, Buloh, Dayah Ujong 
Baroh, Matang, Dee, Dayah Teumanah, Tampui, Reusep, Mesjid Peuduek, Desa 
Tuha, desa Paya, Mesjid Trienggadeng, Tung Kluet, Me Pangwa, Rawasari, Cot 
Makaso, Kuta Pangwa, Meucat Pangwa, Dayah Pangwa, Cot Lheu Rheung, 
Meue, Keude, Desa Raya, Me Peuduek, Desa Sago. 
Penduduk Kecamatan Trienggadeng berdasarkan proyeksi penduduk tahun 
2017 adalah sebanyak 21.526  jiwa yang terdiri dari 10.296 penduduk laki-laki 
dan 11.230 penduduk perempuan. Jika ditinjau berdasarkan gampong, penduduk 
Kecamatan Trienggadeng yang paling besar berasal dari gampong Sagoe yaitu 
dengan total penduduk sebanyak 1.948 jiwa, disusul oleh gampong Meue 
sebanyak 1.741 jiwa dan yang ketiga terbesar adalah gampong Dayah Pangwa 
sebanyak 1.713 jiwa. 
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Jumlah gampong di Kecamatan Trienggadeng yang penduduk laki-lakinya 
lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan adalah sebanyak 4 (empat) 
gampong yang ditunjukkan dengan angka rasio jenis kelamin di atas 100 persen. 
Jumlah rumah tangga di Kecamatan Trienggadeng pada tahun 2016 adalah 
sebanyak 6.160 rumah tangga dengan rata-rata penduduk persatu rumah tangga 
berkisar antara 3-4 orang.
2
 
Tabel 3.1: Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin menurut Gampong di 
Kecamatan Trienggadeng Tahun 2016. 
 
No Nama Gampong Laki-laki perempuan Jumlah 
1 Panton Raya 165 187 353 
2 Peulandok Tunong 218 258 476 
3 Peulandok Tingeh 291 352 644 
4 Buloh 120 131 251 
5 Dayah Ujong Baroh 312 392 704 
6 Matang 134 128 262 
7 Dee 153 193 346 
8 Dayah Teumanah 498 557 1055 
9 Tampui 479 496 976 
10 Reusep 216 254 469 
11 Mesjid Peuduek 507 556 1063 
12 Tuha 254 321 574 
13 Paya 409 427 836 
14 Mesjid Trienggadeng 363 371 740 
15 Tung Kleut 439 432 872 
16 Me Pangwa 417 503 919 
17 Rawasari 435 480 915 
18 Cot Makaso 133 187 320 
19 Kuta Pangwa 287 274 561 
20 Meucat Pangwa 287 314 601 
21 Dayah Pangwa 822 892 1713 
22 Cot Lheu Rheung 434 458 892 
23 Meue 862 880 1741 
24 Keude 336 315 651 
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25 Raya 420 465 885 
26 Me Peuduek 347 411 757 
27 Sago 952 996 1948 
 Jumlah 10 296 11 230 21 230 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya, Kecamatan Trienggadeng 
dalam Angka 2017. 
 
 Mengenai keadaan pendidikan di Kecamatan Trienggadeng, semakin maju 
tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula kualitas penduduknya. Dalam usaha 
meningkatkan mutu pendidikan atau pengetahuan seorang terhadap suatu hal, 
salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melalui jalur pendidikan itu 
sendiri. Dengan jalur pendidikan yang melibatkan semua pihak baik pemerintah, 
orang tua, maupun masyarakat sehingga pendidikan dapat berjalan sebagaimana 
mestinya. 
Tabel 3.2 Jumlah Sekolah menurut Gampong di Kecamatan 
Trienggadeng Tahun 2016. 
 
No Nama Gampong SD SMP SMA/SMK 
1 Panton Raya - - - 
2 Peulandok Tunong 1 - - 
3 Peulandok Tingeh - - - 
4 Buloh - - - 
5 Dayah Ujong Baroh - - - 
6 Matang 1 2  
7 Dee 1 - - 
8 Dayah Teumanah 1 - - 
9 Tampui 1 1 - 
10 Reusep - - - 
11 Mesjid Peuduek 1 - - 
12 Tuha - - - 
13 Paya - - 1 
14 Mesjid Trienggadeng 1 - - 
15 Tung Kleut - - - 
16 Me Pangwa 1 - - 
17 Rawasari - - - 
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18 Cot Makaso - - - 
19 Kuta Pangwa - - - 
20 Meucat Pangwa - - 1 
21 Dayah Pangwa 1 - - 
22 Cot Lheu Rheung 1 - - 
23 Meue - - - 
24 Keude 1 - - 
25 Raya - - - 
26 Me Peuduek - - - 
27 Sago 3 1 - 
 Jumlah 13 4 2 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya, Kecamatan Trienggadeng 
dalam Angka 2017. 
 
 Mengenai kondisi sosial kemasyarakatan di Kecamatan Trienggadeng 
Kabupaten Pidie Jaya. Kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat 
Kecamatan Trienggadeng tidak jauh berbeda dengan daerah lain atau masyarakat 
Aceh pada umumnya, seperti: bekerja, bergotong-royong pada setiap minggunya, 
dan juga aktif dalam beberapa bidang olahraga seperti voli, bola kaki dan lain-
lain. 
 
3.2. Studi Kasus Penganiayaan di Kecamatan Trienggadeng 
Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak luput dari kesalahan. 
Banyak perselisihan yang terjadi dikarenakan tidak bisa mengontrol emosi dan 
sebagainya, apabila ada pemicu baik itu merupakan hal kecil, jika seseorang 
menjadi emosional maka akan menimbulkan perkara-perkara yang membuat 
kecekcokan dalam bermasyarakat seperti adu mulut, bertengkar, saling memukul 
bahkan menganiaya dan membunuh satu sama lain. 
Dalam kehidupan bermasyarakat selalu ada masalah yang timbul tanpa 
kita sadari, baik itu hanya perselisihan ringan antara keluarga maupun terjadinya 
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perkara-perkara diantara penduduk lainnya yang tak pernah kita tahu ataupun kita 
rencanakan.  
Namun dalam hal ini penulis meneliti tentang kasus penganiayaan ringan 
yang terjadi di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Kasus yang 
pertama, terjadi pada tahun 2016 di gampong  Mee Pangwa Kecamatan 
Trienggadeng. Seorang ibu yang sedang hamil besar di aniaya oleh bapak-bapak 
dengan menendang korban di pahanya dari belakang hingga terjatuh dan 
menyebabkan luka-luka dilututnya, pelaku tersebut juga merupakan warga 
gampong setempat.
3
 Pelaku mengaku melakukan penganiayaan terhadap korban 
dengan alasan marah karena sindiran yang dilanturkan oleh korban terhadapnya di 
depan orang banyak. Kasus tersebut kemudian dilaporkan kepada aparatur 
gampong untuk disidangkan.
4
 
Kasus yang kedua, yaitu kasus penganiayaan ringan yang terjadi di 
gampong Mesjid Peuduk Kecamatan Trienggadeng. Kasus tersebut disebabkan 
karena pelaku dendam terhadap korban yang telah manendang motornya pada saat 
pesta pernikahan warga setempat, dengan alasan pelaku memarkir sepeda motor 
sembarangan.
5
 Kerana merasa kesal dan tidak terima perlakuan korban 
                                                          
3
Wawancara dengan bapak M. Yusuf, Keuchik  gampong Mee Pangwa Kecamatan 
Trienggadeng, tanggal 11 Agustus 2018. 
 
4
Wawancara dengan bapak Fikri, Tuha Peut gampong Mee Pangwa Kecamatan 
Trienggadeng, tanggal 10 Agustus 2018. 
 
5
Wawancara dengan bapak Benjamin, Tuha Peut gampong Mesjid Peuduek Kecamatan 
Trienggadeng, tanggal 12 Agustus 2018. 
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terhadapnya, kemudian pelaku menunggu korkan pada malam dakwah di 
gampong setempat lalu memukul korban di muka dan di kepalanya.
6
 
Kasus selanjutnya terjadi di gampong Teumanah Kecamatan 
Trienggadeng, seorang ibu berumur 41 tahun dianiaya tetangganya. Penganiayaan 
disebabkan salahpaham antara pihak yang  satu dan  lainnya. kesalahpahaman 
terjadi  ketika keduanya bekerja di salah satu sawah milik warga setempat. Pelaku 
dituduh melakukan pencurian nibai (padi yang dipotong sebelum dirontokkan) 
ketika musim panen padi di gampong tersebut, Pelaku yang tidak terima tuduhan 
yang dituduhkan terhadapnya, lalu menganiaya korban. Korban dipukul 
menggunakan balok di bagian muka, leher dan pundaknya.
7
 Karena masih tidak 
puas menganiaya korban
8
, pelaku melaporkan perkara tersebut ke pihak 
peurangkat gampong dengan tuduhan korban yang melakukan penganiayaan 
terhadapnya. Namun sebelum diselesaikan oleh pihak peradilan adat gampong 
pelaku juga melaporkannya ke Polsek Trienggadeng.
9
 
Pihak kepolisian melimpahkan kembali perkara tersebut ke pihak lembaga 
adat gampong untuk diselesaikan ditingkat gampong terlebih dahulu di peradilan 
                                                          
6
Wawancara dengan Teungku Marzuki, Teugku Imum  meunasah gampong Mesjid 
Peuduek Kecamatan Trienggadeng, tanggal 12 Agustus 2018. 
 
7
Wawanra dengan  Ibu Tiaminah,  korban kasus penganiayaan di gampong Teumanah 
Kecamatan Trienggadeng, tanggal 9 Maret 2018. 
 
8
Wawancara dengan Ibu Asma, masyarakat gampong Teumanah Kecamatan 
Trienggadeng, tanggal 10 Maret 2018. 
 
9
Wawancara dengan Ibu Ainal Mardiah, masyarakat gampong Teumanah Kecamatan 
Trienggadeng, tanggal 8 Maret 2018. 
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adat gampong.
10
 Seperti yang dimuat dalam materi pokok  yang terkandung dalam 
surat keputusan bersama Gubernur Aceh, Kapolda dan Ketua MAA, Nomor: 
189/677/2011, Nomor: 1054/MAA/XII/2011 dan Nomor B/121/1/1012. 
Menyebutkan bahwa, kesatu: “sengketa atau perselisihan  yang terjadi ditingkat 
gampong dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Pembiaan Kehidupan  Adat dan Adat Istiadat wajib diselesaikan terlebih dahulu 
melalui peradilan adat gampong dan mukim atau nama lain di Aceh. Kedua: 
“aparat kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan 
sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu untuk diselesaikan terlebih dahulu 
melalui peradilan adat gampong dan mukim atau nama lain di Aceh”. Ketiga: 
“semua pihak wajib menghormati penyelenggaraan peradilan adat gampong dan 
mukim atau nama lain di Aceh”.11 
Setelah pihak kepolisian melimpahkan ke peradilan adat gampong, pihak 
peradilan adat menerima perkata tersebut, sehingga kasus ini di selesaikan di 
peradilan adat. 
 
3.3.  Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Kecamatan 
Trienggadeng  
 
Pada umumnya, peradilan adat di Aceh diselenggarakan oleh lembaga 
gampong dan mukim, dan ini berlaku untuk seluruh wilayah Aceh, walaupun ada 
perbedaan penyebutan istilah terhadapnya. Penyelenggaraan peradilan adat di 
                                                          
10
Wawancara dengan Amri, suami korban penganiayaan ringan di gampong Teumanah 
Kecamatan Trienggadeng, tanggal 9 Maret 2018. 
 
11
Badruzzaman Ismail, Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil 
dan Akuntatabel, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), hlm. 87. 
46 
 
tingkat gampong terdiri atas: keuchik (pemimpin masyarakat yang dipilih secara 
demokratis oleh rakyat), dalam hal ini bertindak sebagai ketua sidang; tuha peut 
(dikenal juga dewan empat yang bertanggungjawab dan mendampingi tugas-tugas 
pemerintahan) bertindak sebagai anggota sidang; imoem meunasah, bertindak 
anggota; ulama, bertindak sebagai pengayom dan penyuluh juga sekaligus sebagai 
anggota sidang; sekretaris, bertindak sebagai panitera sidang; dan ulee jurong 
bertindak sebagai penerima laporan awal.
12
 
Proses penyelenggaraan peradilan adat ini lazimnya dilaksanakan di 
meunasah (langgar/musala). Selain itu, meunasah juga digunakan untuk 
bermusyawarah dan tempat ibadah shalat berjamaah lima waktu.
13
 
Tatacara atau mekanisme proses penyelesaian sengketa adat biasanya 
dilakukan dalam beberapa tahap, tahap pertama adalah pengaduan atau pelaporan. 
Pengaduan yang diterima oleh perangkat gampong di mana kejadian perkara 
terjadi, langsung diproses melalui sistem pendekatan yang khas. Pada dasarnya 
dalam hukum adat tidak mengenal pemisahan antara perkara pidana dengan 
perdata, tetapi sesuai dengan perkembangan zaman maka perbedaan tersebut 
harus diakomodasi. Namun demikian, hukum adat tidak mengenal pemenjaraan 
atau penangkapan dengan jemput paksa.
14
  
Pada kasus penganiayaan ringan yang terjadi di Kecamatan Trienggadeng 
Kabupaten Pidie Jaya, mengenai tempat penyelesaiannya perkara juga 
                                                          
12
Mahdi, Eksistensi Peradilan Adat di Aceh, Jurnal Studia Islamika, Vol. 8, No.2, 
Desember 2011. hlm. 200. 
.  
13
Ibid., hlm. 201. 
 
14
Pengalaman Aceh, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah, Eksistensi Peradilan 
Adat, (Sulawesi Tengah: Kementrian PPN/Bappenas, 2016), hlm. 45. 
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dilaksanakan di meunasah gampong masing-masing oleh lembaga adat gampong 
masing-masing pula. Seperti pada kasus penganiayaan ringan yang terjadi di 
gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng, proses  penyelesaian perkara 
dilaksanakan di menasah gampong yaitu dengan cara musyarawah atar kedua 
belah pihak yang beperkara, penyelesaian kasus dilakukan setelah adanya 
laporan/pengaduan dari pihak yang beperkara.
15
 Pada kasus ini, yang melaporkan 
perkara adalah ibu M selaku korban penganiayaan ringan di gampong tersebut, M 
meminta peradilan adat gampong untuk segera mengambil tindakan atas kasus 
yang menimpanya melalui persidangan peradilan adat.
16
 
 Penyelasaian kasus penganiayaan ringan di gampong Mee Pangwa, 
diselesaiakan menurut sistem penyelesaian yang telah diataur dalam qanun Aceh, 
di putuskan/dijatuhkan sanksi berupa sayam dan atas persetujuan kedua belah 
pihak. Mengenai sanksi yang diberikan berupa membayar uang kepada korban 
senilai Rp 1.500.000,00 untuk biaya pengobatan, dan dipeusijuek oleh syik Minah 
(tetua gampong) gunanya untuk meredakan percecokan antar kedua belah pihak.
17
 
Menurut bapak M. yusuf selaku keuchik gampong Mee Pangwa, 
penyelesaian kasus tersebut dilakukan secara damai dengan musyawarah antara 
kedua belah pihak dan dengan bantuan ureung tuha gampong lainnya untuk 
                                                          
15
Wawancara dengan bapak Syamaun, Tuha Peut gampong Mee Pangwa Kecamatan 
Trienggadeng, tanggal 10 Agustus 2018.  
 
16
Wawancara dengan bapak M. Yusuf, Keuchik gampong Mee Pangwa Kecamatan 
Trienggadeng, tanggal 11 Agustus 2018. 
 
17
Wawancara dengan bapak Yusaimi Yasin, Tuha Peut gampong Kecamatan 
Trienggadeng, tanggal 10 Agustus 2018. 
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tercapai perdamaian yang diingkan.
18
 Begitu pula menurut pendapat Syamaun dan 
Yusaimi yasin sekalu tuha peut gampong Mee Pangwa bahwa, proses yang 
penyelesaian perkara yang dilaksanakan ditingkat peradilan adat gampong, yaitu 
hanya bertujuan untuk mendamaikan yang bersengketa. Dengan demikian, 
sehingga terwujutnya ketentraman dan kerukunan atar masyarakat.
19
  
Namun pada kasus penganiayaan ringan ini, korban beranggapan bahwa 
kerukunan tersebut tidak dapat diwujudkan, dikarenakan korban menganggap 
putusan tersebut tidak membuat pelaku merasa jera dan menganggap putusan adat  
tidak efektif juga lemah. Kemudian korban melaporkan kembali perkara 
penganiayaan tersebut ke polisi untuk ditindak lajuti.
20
 
Kasus penganiayaan ringan selanjutnya terjadi di gampong Mesjid Peuduk 
Kecamatan Trienggadeng. Proses penyelesaian kasus juga dilaksanakan di 
meunasah setempat. Menurut bapak Shahbuddin Ibrahim, penyelasain 
dilaksanakan setelah keluarga korban melaporkan bahwa anaknya telah dianiaya 
oleh zul. Selanjutnya ureung tuha gampong yaitu keucik dan tuha peut 
mengumpulkan bukti mengenai penganiayaan tersebut. Setelah mengumpulkan 
bukti, kemudian disidangkan di meunasah untuk mencari keadilan dengan cara 
musyawarah antar kedua belah pihak. 
                                                          
18
Wawancara dengan bapak M. Yusuf, Keuchik gampong Mee Pangwa Kecamatan 
Trienggadeng, tanggal 11 Agustus 2018. 
 
19
Wawancara dengan bapak Syamaun dan Yusaimi Yasin, Tuha Peut gampong Mee 
Pangwa Kecamatan Trienggadeng, Tanggal 10 Agustus 2018. 
 
20
Wawancara dengan bapak M. Yusuf Husen, Tuha Peut gampong Mee Pangwa 
Kecamatan Trienggadeng, tanggal 10 Agustus 2018. 
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Mengenai sanksi yang di sepakati pada perkara penganiayaan ini yaitu, 
membayar uang sebesar Rp. 2.000.000.00 kepada korban sebagai biaya 
pengobatan kerena telah menganiaya korban.
21 
Menurut  Marzuki kasus tersebut 
telah diusahakan diselesaikan oleh lambaga adat, namun pelaku mengingkari dan 
tidak mau melaksanakan sanksi yang telah disepakati.
22
 
Kemudian kasus penganiayaan ringan yang terjadi di gampong Teumanah, 
proses penyelesaiannya adalah dilaksanakan di meunasah gampong Teumanah, 
yang sebelumnya perkara tersebut sudah dilapokan ke pihak kepolisian, dan polisi 
melimpahkan kembali ke lembaga adat untuk diselesaikan terlebih dahulu di 
tingkat gampong.
 23
 
Kemudian perkara penganiayaan yang terjadi di gampong Teumanah 
Kecamatan Trienggadeng. Proses penyelesaian perkara ketika menerima laporan 
mengenai perkara penganiayaan tersebut, keuchik dan tuha peut pada saat itu 
menemui pihak berperkara secara terpisah antara pelaku dengan korban, untuk 
mendapatkan data-data tentang sengketa. Meminta keterangan saksi yang melihat 
kejadian kasus penganiayaan tersebut. Dan  juga  melibatkan keluarga pelaku dan 
korban untuk mencari titik temu penyelesaian.
24
 
                                                          
21
Wawancara dengan bapak Syahbddin, Keuchik gampong Mesjid Peuduek Kecamatan 
Trienggadeng, tanggal 13 Agustus 2018. 
 
22
Wawanacara dengan Teungku Marzuki, Teungku Imuem meunasah gampong Mesjid 
Peuduek Kecamatan Trienggadeng, taggal 12 Agustus 2018. 
 
23
Wawancara dengan Tengku Syarifuddin, Tuha Peut gampong Teumanah Kecamatan 
Trienggadeng, tanggal 16 Maret 2018. 
 
24
Wawancara dengan Bakhtiar, Keuchik  gampongTeumanah Kecamatan Trienggadeng 
tahun 2016, tanggal 10 Maret 2018. 
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Lembaga adat gampong dalam memutuskan perkara merujuk ke qanun 
adat. Namun qanun adat Aceh tidak sepenuhnya berlaku di gampong Teumanah 
ataupun di kecamatan Trienggadeng seperti tidak adanya penyelesaian perkara 
ditingkat mukim.
 25
  
Menurut Teungku Syarifuddin penyelesaian perkara ditingkat gampong 
dilakukan secara damai, dengan musyawarah yang dilaksanakan di meunasah,  
yaitu kedua belah pihak yang bersengketa dipanggil ke meunasah untuk 
disidangkan, dengan musyawarah tersebut pihak bersengketa dapat membuat 
keputusan damai atau meneruskan perkara ketingkat selanjutnya yaitu kepihak 
yang berwajib/kepolisian. Namun perkara penganiayaan ini sebelumnya sudah 
diselesaikan secara damai dengan peumat jaroe antara kedua belah pihak dan juga 
kedua belah pihak telah menandatangani surat perjanjian damai.
26
 
Menurut Teungku M.Yunus tentang penyelesaian perkara penganiayaan 
ringan, dilaksanakan di meunasah Teumanah  oleh tokoh-tokoh adat  dan lainnya. 
Penyelesaian perkara oleh peradilan adat di laksanakan bertujuan untuk damai, 
sedangkan penyelesaian perkara dari segi hukum tidak mungkin dapat diputuskan 
ditingkat gampong, tetapi yang memutuskannya adalah pihak yang berwajib. 
Lembaga adat gampong hanya melakukan musyawarah untuk mendapatkan 
perdamaian, pada kasus penganiayaan ini  telah mendapat putusan damai dari 
                                                          
25
Wawancara dengan Istaqna, Tuha Peut gampong Teumanah Kecamatan Trienggadeng, 
tanggal 11 Maret 2018. 
 
26
Wawancara dengan Teungku Syarifuddin, Tuha Peut Teumanah Kecamatan 
Trienggadeng, tanggal 16 Maret 2018. 
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hasil musyawarah kedua belah pihak. Namun pihak pelaku tidak mengindahkan 
putusan yang diberikan oleh peradilan adat.
27
 
Adapun menurut Teungku Istaqna juga sama dengan pendapat Teungku 
Din dan Teungku M.Yunus adalah suatu perkara diselesaikan di gampong adalah 
untuk mendapatkan perdamaian. penyelesaiannya dilaksanaknan secara bijaksana, 
dan tidak dikenakan sanksi pidana. Perkara tersebut diselesaikan untuk mendapat 
kepuasan para pihak yang berperkara baik lahir maupun batin, dengan proses 
musyawarah yang dibantu oleh para tokoh adat gampong. 
Pada kasus penganiayaan ringan/membuat luka, yang membuat luka 
mendapatkan sanksi sayam.  Harga sayam diberikan berdasarkan persetujuan 
kedua belah pihak. Sedangkan pada kasus penganiayaan ringan di gampong 
Teumanah, lembaga adat hanya memberikan sanksi peumat jaroe saja kerena 
korban tidak menuntut untuk disayam, namun masih saja pelaku melanggar dan 
tidak mengindahkan putusan yang diberikan oleh peradilan adat, sehingga 
kepastian hukum dari putusan peradilan adat gampong masih dipertanyakan.
28
 
  
3.4. Kekuatan Hukum Putusan Lembaga Adat pada Tindak Pidana 
Penganiayaan di Kecamatan Trienggadeng menurut Qanun Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Lembaga Adat 
 
Kekuatan hukum putusan lemabaga adat pada tindak pidana penganiayaan 
ringan di Kecamatan Trienggadeng. Seperti yang tercantum dalam Qanun Nomor 
10 Tahun 2008 Pasal 4, lembaga adat mempunyai wewenang untuk menjaga 
                                                          
27
Wawancara dengan  M.yunus,  Imum Meunasah Teumanah Kecamatan Tienggadeng, 
tanggal 13 Maret 2018. 
 
28
Wawancara dengan Teungku Istaqna, Tuha Peut Teumanah Kecamatan Trienggadeng, 
tanggal 11 Maret 208. 
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keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakan, membantu 
pemerintah dalam pelakasanaan pembangunan, menjaga nilai-nilai adat dan adat 
istiadat yang tidak bertentangan dengan syari‟at Islam, menerapkan ketentuan 
adat, menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, mendamaikan sengketa yang 
timbul dalam masyarakat adat dan juga berwenang menegakkan hukum adat. 
Secara jelas telah disebukan dalam rancangan MOU, 2 Oktober 2007: 
keputusan bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua 
Majelis Adat Aceh Pemerintah Nanggro Aceh Darussam tentang 
Penyelenggaraan Peradilan Adat di Gampong dan Mukim, dalam Pasal 6: Setiap 
putusan yang ditetapkan oleh peradilan adat gampong atau mukim karena diktum 
amaran putusannya bersifat “damai” (persetujuan para pihak), maka putusan itu 
adalah bersifat “putusan tetap”. Dan tidak dapat diajukan lagi tuntutannya pada 
lingkungan paradilan negara.29 
Menurut bapak Iskandar Apabila terjadi suatu perkara di gampong, dan 
perkara tersebut merupakan perkara ringan/salah satu perkara yang dapat 
diselesaikan oleh pihak peradilan adat seperti yang telah diatur dalam qanun adat 
Aceh, maka perkara tersebut sebelum dilaporkan kepada pihak kepolisian harus 
diselesaikan dulu ditingkat gampong. Dan apabila tidak dapat diselesaikan atau 
salah satu pihak mengaku tidak puas dan tidak mau berdamai. Maka perkara 
tersebut dapat dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diselesaikan. 
Apabila perkara yang terjadi di gampong namun oleh lemga adat gampong 
meminta tempat penyelesaiannya di Polsek. Karena di gampong ada pihak-pihak 
                                                          
29
 Badruzzaman Ismail, Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil 
dan Akuntatabel, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), hlm. 90-91. 
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yang tidak berkepentingan pada saat musyawarah untuk mengambil kesepakatan 
perdamaian, ikut campur  dan menjadi provokator/menghasut pihak yang 
berperkara. Sehingga dari sebelumnya sudah bersepakat untuk berdamai malah 
ricuh kembali karena orang tadi yang memanas-manasi pihak yang berperkara. 
Oleh sebab itu pihak lembaga adat meminta tempat penyelesaiannya  dilakukan di 
Polsek setempat, untuk menghindari hal-hal yang sedemikian rupa. Penyelesaian  
perkara tetap dilakukan oleh peradilan adat gampong, kepolisian hanya 
menyediakan tempat untuk dilaksanakan proses musyawarah. 
 Mengenai kasus yang telah diselesaikan oleh peradilan adat gampong, 
baik itu kasus penganiayaan ringan dan lain-lain. Ketika telah diputuskan oleh 
peradilan adat sesuai dengan peraturan adat dan pihak berperkara menerima 
putusan damai tersebut dengan sanksi yang diberikan oleh lembaga adat melalui 
musyawarah dan kesekapatan kedua belah pihak, maka kasus tersebut tidak dapat 
diterima lagi apabila dilaporkan kembali kepada pihak kepolisian.
30
 
Kasus yang pertama yang petulis teliti, yaitu kasus penganiayaan ringan 
yang terjadi di gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng. Mengenai 
kekuatan hukum putusan peradilan adat, menurut bapak M Yusuf selaku keuchik 
Mee Pangwa, seperti yang telah terjadi pada kasus penganiayaan ringan di 
gampong tersebut, perkara penganiayaan ringan telah diusahakan diselesaikan di 
peradilan adat gampong. Namun pihak korban tidak menerima dengan alasan 
                                                          
30
 Wawancara dengan Bapak Iskandar, Kapolsek KecamatanTringgadeng, tanggal 15 
Maret 2018 
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putusan peradilan adat tidak bisa membuat pelaku jera (tidak mengulangi 
kejahatan tersebut), tidak efektif dan menganggap putusan adat lemah.
31
 
Teungku Syamaun dan marzuki selaku perangkat gampong Mee Pangwa, 
juga berpendapat demikian. Penyelesaian perkara di peradilan adat tidak bersifat 
memaksa, tetapi hanya untuk mencari titik penyelesaian untuk mendapatkan 
keadilan dan perdamaian semata. Tidak seperti putusan peradilan negeri yang 
terlihat kuat.
32
 
Kemudian kasus yang terjadi di gampong Mesjid Peuduk Kecamatan 
Trienggadeng. Menurut bapak Syahbuddin, kasus penganiayaan ringan yang 
terjadi di gampong Mesjid Peuduk telah diputuskan di meunasah dan diputukan 
dengan sayam, yaitu membayar sejumlah uang sebagai biaya pengobatan kepada 
korban. Namun pelaku tidak melaksanakan putusan tersebut.
33
 
Selanjutnya kasus penganiayaan ringan yang terjadi di gampomg 
Teumanah Kecamatan Trienggadeng. Menurut bapak Bakhtiar pada kasus 
penganiayaan ringan yang terjadi di gampong Teumanah, telah diputuskan oleh 
lambaga adat gampong dengan sanksi adat yaitu peumat jaroe, dan kedua belah 
pihak sudah menandatangani surat perjanjian damai. Namun salah satu pihak 
mengingkari perjanjian, pihak berperkara dianggap dapat mengajukan kasus 
                                                          
31
Wawancara dengan bapak M. Yusuf, Keuchik gampong Mee Pangwa Kecamatan 
Trienggadeng, tanggal 11 Agustus 2018. 
 
32
Wawancara dengan bapak Syamaun dan Marzuki, Aparatur gampong Mee Pangwa 
Kecamatan Trienggadeng, Tanggal 10 Agustus 2018. 
 
33
Wawancara dengan bapak Syahbddin, Keuchik gampong Mesjid Peuduek Kecamatan 
Trienggadeng, tanggal 13 Agustus 2018. 
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tersebut ke polisi dengan alasan tidak puas, dan disidangkan pada pengadilan 
negeri, dan putusan damai tadi tidak dapat dipergunakan lagi.
34
 
Sedangkan menurut Teungku Syarifuddin, sebenarnya setelah dilakukan 
penyelesaian ditingkat gampong jika tidak selesai maka perkara tersebut 
ditindaklanjuti ke tingkat mukim apabila ditingkat mukim tidak dapat 
menyelesaikan juga barulah dilaporkan ke pihak kepolisian. Namum 
kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat tidak ada penyelesaian ditingkat 
mukim apabila di tingkat gampong perkara tersebut tidak dapat diselesaikan maka 
langsung saja pihak berperkara melaporkannya ke pihak kepolisian. 
Pada kusus penganiayaan yang terjadi di gampong Teumanah, sudah 
diputuskan oleh peradilan adat serta telah menandatangani surat perjanjian damai 
oleh kedua belah pihak, namun salah seorang dari yang berperkara melanggarnya 
dan menindaklanjuti perkara tersebut kepada pihak kepolisian dengan alasan tidak 
puas hati, masih merah dan lainnya.
 35
 
Dan menurut Teungku M. Yunus yaitu kasus penganiayaan ringan di 
gampong Teumanah telah diputuskan dan sudah melakukan penandatanganan 
surat perjanjian damai, namun setelah itu sebelah pihak tidak menjalankan 
putusan/melanggarnya dan melaporkannya lagi kepihak kepolisian karena merasa 
tidak puas dan lainnya.  Keputusan lembaga peradilan adat bersifat damai dan 
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tidak mengandung paksaan.
36
 Oleh sebab itu keputusan lembaga peradilan adat 
tidak mempunyai kekuatan hukum apabila pihak kepolisian menerima lagi 
laporan  kasus yang telah diputuskan oleh lembaga peradilan adat. 
 
3.5. Tinjauan Hukum Islam terhadap Proses Penyelesaian Tindak Pidana 
Penganiayaan di Gampong Teumanah Kecamatan Trienggadeng 
 
Dalam hukum adat sanksi yang diberikan kepada pelaku penganiayaan 
adalah berupa sayam. Sayam merupakan salah satu pola penyelesaian konflik 
yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Sayam yaitu bentuk 
kompensasi berupa harta yang diberikan oleh pelaku pidana terhadap korban, 
khusus berkaitan dengan rusak atau tidak berfungsinya anggota tubuh. Sayam 
juga diberlakukan sebagai kompensasi dari keluarnya darah seseorang akibat 
penganiayaa. Filosofi sayam bagi masyarakat Aceh bersumber dari adegium yang 
sudah dikenal lama, yaitu: “luka ta sipat darah tasukat”(luka seseorang harus 
diukur lebarnya dan darah yang keluar dari seseorangpun harus diukur 
banyaknya). Makna dari adagium ini adalah luka akibat penganiayaan atau 
kekerasan harus diperhitungkan, demikian juga darah yang mengalir juga harus 
diperhitungkan.
37
 
Menurut hukum pidana Islam (jinayah), pola penyelesaian konflik  pada 
tindak pidana pembunuhan dan kejahatan terhadap anggota tubuh, hukum dasar 
yang digunakan adalah kisas. Mengenai sanksi yang di jatuhkan kepada pelaku 
penganiayaan ringan, dalam hukum pidana islam terdapat perbedanaan pendapat 
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para fukaha, tindak pidana penganiayaan ringan/atau tindak pidana atas selain 
jiwa tidak menimbulkan luka pada athraf, tidak pula menghilangkan mamfaatnya, 
juga tidak meimbulkan syajjaj, dan tidak pula jirah, menurut pendapat 
kebanyakan fuqaha dalam kasus ini tidak berlaku hukum kisas. Tindakan 
penempelengan, pemukulan dengan cambuk dan tongkat semuanya itu tidak 
dikenakan hukuman kisas apabila tidak meninggalkan bekas. 
Imam Malik berpendapat bahwa dengan pemukulan dengan cambuk 
berlaku hukuman kisas, walupun tidak menimbulkan jirah atau syajjaj. akan 
tetapi, dalam penempelengan dan pemukulan dengan tongkat dan dan 
penempelengan tidak berlaku hukuman kisas, kecuali apabila menimbulkan luka 
jirah atau syajjaj.  
Menurut Syamsu Ad-Din ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, di dalam 
penempelengan dan pemukulan juga berlaku hukuman kisas, berdasarkan firman 
Allah dalam surah An-Nahl ayat 126: 38 
 َ َ  ِْ  ِ صَّل ِ   ٌ ْقَ  َ  َ ُ َ  ُْ ْ قَ  َ  ْ َِ َ  ِِو   ْ ُ ِْا ْ ُ  َ  ِ ْ ِ ِ  ْ قَ ِا  َقَ   ْ َ ْقَا  َ  ْ ِ 
Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang 
sama dengan perbuatan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu 
bersabar, sesungguhnya lebih baik bagi orang-orang yang sabar.
39
 
 
Ayat di atas menjelaskan tentang kesepadanan dalam hukuman dan 
perbuatan. Dalam kasus ini, penempelengan dibalas dengan penempelengan dan 
pemukulan dengan pemukulan adalah suatu tindakan yang lebih dekat kepada 
kesepadanan dan keseimbangan dibandingkan dengan ta‟zir yang berlainan jenis 
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dengan perbuatan yang dilakukan oleh terhukum. Pendapat Imam Al-Qayyim ini 
diperkuat dengan merujuk kepada pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal yang 
mengatakan bahwa untuk penempelengan dan pemukulan berlaku hukuman kisas. 
Demikian pula para sahabat seperti Abu Bakar, Utsman, Ali, dan Khalid ibn 
Walid pernah mengkisas pelaku penempelengan. 
Sebagian fukaha dari kalangan mazhab Syafi‟i dan Hambali berpendapat 
bahwa untuk penempelengan berlaku hukuman kisas jika tindakan tersebut 
menghilangkan daya penglihatan. Akan tetapi untuk penempelengan sendiri, 
mereka tidak memberlakukan hukuman kisas. 
Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa menurut pendapat jumhur fuqaha, 
tindak pidana atas selain jiwa yang tidak mengakibatkan luka pada athraf, syajjaj, 
dan jirah, hukumannya adalah ganti rugi yang tidak tertentu atau hukumah, yaitu 
ganti rugi yang ketentuannya diserahkan kepada kebijaksanaan dan ijtihad hakim, 
dan ini hampir mirip dengan ta‟zir. 
Seperti yang telah dikemukakan di atas, disamping untuk bagian yang 
kelima, ganti rugi yang tidak tertentu atau hukumah titerapkan juga tindak pidana 
atas selain jiwa yang lain, yang tidak dikenakan hukuman kisas atau ganti rugi 
yang tertentu, seperti pelukaan pada athraf, jirah, atau syajjaj di bawah midhihah, 
yaitu khasishah, damiyah, dami‟ah, badhia‟ah, mutalahimah, dan simhaq. 
Hukumah merupaka bagian dari diat yang dinisbahkan kepada diat jiwa. Akan 
tetapi menurut sebagian fuqaha Syafi‟iyah, hukumah dinisbahkan kepada anggota 
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badan yang terkena tindak pidana. Nisbahnya adalah kekurangannya dihitung dari 
diat tertinggi. 
40
 
Dalam menentukan besar hukumah ini, disyarakat apabila pelukaan 
mengenai anggota badan yang diatnya tertentu, seperti tangan atau kaki, hukumah 
tidak boleh mencapai jumlah tertentu tersebut. Dalam kasus semacam ini maka 
hakim berdasarkan ijtihadnya berhak menguranginya. Di samping itu juga, perlu 
diperhatikan bahwa perhitungan atau perkiraan tersebut dilakukan setelah korban 
sembuh dari lukanya, dan dilakukan oleh orang yang ahli yang kemudian 
dijadikan pegangan oleh hakim dalam memutuskan hukumannya. Akan tetapi 
hakim sendiri berhak untuk melakukan ijtihad dalam menetapkan hukuman 
tersebut. 
Para ulama sepakat bahwa hukumah wajib diberikan apabila sembuh 
mengakibatkan cacat. Apabila luka tidak menimbulkan cacat, atau tidak ada bekas 
luka seperti pada syajjaj bagian yang kelima, para ulama berbeda pendapat. 
Menurut Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad, hukumah tetap harus dilaksanakan 
mekipun luka sembuh tanpa cacat. Menurut Imam Malik, hukumannya bukan 
hukumah, melainkan ta‟zir. Menurut Imam Abu Yusuf, hukumannya adalah 
hukumah, karena walaupun bagaimana, luka tersebut menimbulkan rasa sakit. 
Sedangkan menurut Muhammad Ibnu Hasan, pelaku hanya dikenakan ganti rugi 
sebagai pengganti biaya pengobatan.
41
  
Sedangkan tinjaun hukum Islam terhadap  proses penyelesaian tindak 
pidana penganiayaan di kecamatan Trienggadeng, merupakan suatu usaha yang 
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dilakukan oleh lembaga adat gampong untuk mewujudkan kerukunan dan 
keseimbangan hidup dalam bermasyarakat. Hukum adat yang ada di Aceh 
mengandung  nilai-nilai Islami dan berlandaskan kepada Al-Qur‟an dan Hadist,  
baik dalam penerapannya maupun dalam hal penjatuhan sanksi tetap 
memperhatikan nilai keIslaman. 
Al-Qur‟an mengakui konflik dan persengketaan dikalangan manusia 
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Keterlibatan manusia 
dengan konflik sudah diinformasikan Al-Qur‟an jauh sebelum diciptakan 
manusia. Al-Qur‟an menggambarkan dengan jelas bagaimana keinginan Allah 
menjadikan manusia sebagai khalifah-Nya di bumi, mendapat tantangan dari 
malaikat. Malaikat khawatir dengan keberadaan manusia sebagai khalifatullah fil 
ardh, kerena manusia cenderung melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di 
muka bumi. Keinginan (nafsu) yang tidak terkendali dapat mengantarkan manusia 
pada situasi konflik dan kekerasan. Faktor fundamental penyebab terjadinya 
konflik dan kekerasan pada manusia adalah tidak terpenuhinya kepentingan 
sebagaimana yang diinginkan. Pada sisi lain, sikap ego juga turut mendorong 
manusia berkonflik dan melakukan tindak kekerasan dalam mewujudkan 
kepentingannya. Disinilah peran Wahyu Al-Qur‟an membimbing manusia 
mengendalikan ego, menggunakan akal budi, berfikir rasional, dan menghargai 
keragaman manusia sebagai makhluk Tuhan.
42
 
Kasus Habil dan Qabil merupakan bukti peristiwa sejarah manusia 
melakukan konflik, kekerasan dan bahkan pertumpahan darah. Akan tetapi, 
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manusia tidak hanya merupakan pelaku utama konflik namun  manusia pula lah 
yang akan menyelesaikan konflik. Mengenai penyelesaikan perkara/perselisihan, 
Allah SWT menganjurkan kepada umat manusia untuk saling berdamai. Qs. Al-
Hujarat: 9, berbunyi:  
  َ ُقَن ْقَ قَ   ُح ِ ََْأ    ُقَ  َقَا   َ ِْن ِْؤ ُ ْ   ْ ِ  ِ  ََِفئ َط  ْ ِ َ 
Artinya: “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukim berperang, 
maka damaikanlah antara keduanya.”  
Makna damai tidak hanya ditemukan dari kata Islam segabagai agama, 
tetapi juga dikemukakan dari misi totalitas ajaran Islam, menebarkan rahmat dan 
mewujudkan damai bagi seluruh alam. Dalam Al-Qur‟an surat al-Anbiya‟ ayat 70 
Allah menegaskan yang artinya: “Tidak Kami utus engkau wahai Muhammad 
kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.” Ayat ini mengungkapkan 
bahwa kehadiran Nabi Muhammad melalui risalah Islam bertujuan mewujudkan 
damai, menyelesaikan konflik/sengketa dan menjadikan manusia sebagai makhluk 
yang senantiasa membangun dan menciptakan damai.
43
 
Imam Bukhari menyebutkan 2 hadis tentang perdamaian: Pertama, hadits 
Sahal bin Sa`ad tentang kepergian Nabi saw untuk mendamaikan perselisihan 
yang terjadi di kalangan bani Amr bin Auf. Disebutkan pada pembahasan masalah 
imam shalat, sebagai berikut:
44
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 َ    ْ َ  ِ ْ  ِ ْ َ  ْ َ  ٍِا  َ   َِأ  ْ َ ِ ُوْن َ ُلله  َي :  َ َك ٍف ْ َ  ِ ْ   ِ ْ َ  َِْن   ْ ِ    ً  َُنأ  ّ َأ
 ، ْ ُقَن ْقَ قَ  ُح ِْل ُ ِِو  َح َْأ  ْ ِ ٍس َُنأ   ِ  َصَّ  َ َ ِو ْ َ َ ُلله  ىصَّ  َ  ٌ ِصَّن    ْ ِ َْ  ِ َج ََخ َ ،ٌء َْش  ْ ُقَن ْقَ قَ 
 َح َ َ ِ َصَّل  ِ   ٌ َ ِ  َصَّ ََأ   ٌ َ ِ َء  َ َ ، َصَّ  َ َ ِو ْ َ َ ُلله  ىصَّ  َ يٌّ  ِصَّن    َِْأ   ْ ََ   ِ َصَّل    ُ َ   ْ ََ
 صَّ     َِْأ  يٌّ ِ َ صَّ  َ َ ِو ْ َ َ ُلله  ىصَّ  َ  .  َ َققَ   ٍْك َ   َِأ ى َ ِ َء  َ َ :  َصَّ  َ َ ِو ْ َ َ ُلله  ىصَّ  َ يٌّ  ِصَّن   صَّ  ِ
 َ  َققَ   َس صَّن   صَّ ُؤقَ   َْأ  َ َ  ْ َقَ  ، َ َصَّل     َ َ َ  َْا َ ، َ ِ ُ : َ  ِْش  ْ ِ ، ْ َقَن .  َ َصَّل    َ َاََأ 
  َ صَّ َققَ قَ  َأ صَّ ُث ، ٍْك َ  ُ  َج صَّل     ِ  َ َا ىصَّ  َ ِف  ُفصُّل     ِ   ِ َْ   َصَّ  َ َ ِو ْ َ َ ُلله  ىصَّ  َ يِّ  ِصَّن   َء  صَّف
 ِ صَّ َا ،،  ُقَ ْكَأ ىصَّ  َ ٍح ِفلصَّ     ْ ِ ُس صَّن   َذ َََأ    ، ِ َصَّل     ِ  ُِف َ ْقَ  ُد َك ََلا  ٍْك َ  ُ َأ  َ ََك 
  ََفقَ  ْ َ  َف ِ ، َُى   ََك  َصَّ َل ُ  َْأ ُه َ َََأ  ِه ِ َِ  ِو َْ  ِ  َ َش ََأ  ،ُهَء َ  َ  َصَّ  َ َ ِو ْ َ َ ُلله  ىصَّ  َ صُّ  ِصَّن  ِ   َُى   َ
 َف ُه ََ   ِْك َ  ُ َأ  َ َ َقَ  َلله   َ ِ، صُّ  ِصَّن    َ صَّ َققَ َ  ، صَّفصَّل     ِ  َ ََد ىصَّ  َ ُهَء َ  َ ى ََق َْق ْ   َََج   َصُّث 
 ِ  ىصَّ َل َ  َصَّ  َ َ ِو ْ َ َ ُلله  ىصَّ  َ  ِس صَّن . َ  َققَ  ِس صَّن   ى َ َ  َ َقَاَأ  َ َقَ   صَّ  َقَ  :   َ ِ ،ُس صَّن     َصُّقَ َأ  َ 
 ِفْلصَّ   ِ   ُْ ْذ ََأ  ُْك َِ  َ   ِ ٌء َْش  ُْك َ َن ْي ِِو  َ َ   ِ ٌء ْش َُو  َن  ْ َ ،ِء َسصَّن ِ  ُح ِْفْلصَّ      َصَّن ِ ، ِ
 َ َفقَ  ْ  صَّلا ِ  ٌ ََأ ُو ُ َْس َ َلا ُّون َِ  ،لله   َ َح ْ ُ  ُْققَ  ْقَ  .  ْ َ  َ َْ  ِ  ُ َْشَأ  َ  ِ  َ َقَن َ   َ ، ِْك َ   َأ  َ 
 َ  َققَ   ِس صَّن  ِ   َس ُ : ِو ْ َ َ ُلله  ىصَّ  َ  ّ ِصَّن   ْي ََ   َ َ    َّل ُ  َْأ َة َ َحُا   َِأ  ِ َْلا  ِغ َْنقَ   َ َك   َ
 َ صَّ  َ َ  . 
 
Artinya: dari Abu Hazm, dari Sahal bin Sa`ad ra: “sesungguhnya 
dikalangan bani Amr bin Auf terjadi sesuatu. Maka Nabi SAW keluar menuju 
mereka bersama beberapa orang sahabat beliau untuk mendamaikan (perselisihan) 
di antara mereka. Kemudian waktu shalat pun tiba dan Nabi saw belum kembali. 
Bilal telah mengumandangkan adzan untuk shalat dan Nabi saw belum datang. 
Bilal datang kepada Abu Bakar dan Berkata, „sesungguhnya Nabi saw bertahan, 
sementara waktu shalat telah tiba, apakah engkau mau mengimani orang-orang?‟ 
Dia menjawab. „Baiklah, jika engkau menghendaki‟. Bilal melakukan iqamat dan 
Abu Bakar pun maju. Kemudian Nabi saw datang berjalan diantara shaf-shaf  
hingga berdiri di shaf pertama. Orang-orang pun bertepuk tangan hingga ramai. 
Adapun Abu Bakar hampir-hampir tidak menoleh dalam shalat. Dia (akhirnya) 
menoleh dan ternyata Nabi saw berada di belakangnya. Nabi saw mengisyaratkan 
kepadanya dengan tangan beliau memerintahkannya agar shalat sebagaimana 
keadaannya (yang telah ada). Abu Bakar mengangkat tangannya dan memuji 
Allah. Kemudian dia mundur ke belakang hingga masuk ke shaf. Nabi saw maju 
lalu shalat menjadi imam. Ketika selesai shalat, beliau menghadap orang-orang 
dan bersabda, „Wahai sekalian manusia! Manakala sesuatu terjadi dalam shalat 
kalian, maka kalian pun bertepuk tangan, padahal tepuk tangan hanya untuk 
kaum perempuan. Apabila terjadi sesuatu dalam shalat seseorang. Maka 
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hendaknya dia mengucapkan subhaanallah (Maha Suci Allah), karena tidak 
seorang pun yang mendengarnya kecuali dia akan menoleh. Wahai Abu Bakar! 
Apakah yang menghalangimu ketika aku mengisyaratkan kepadamu, mengapa 
engkau tidak shalat mengimami orang-orang?‟ Dia berkata, „Tidaklah patut bagi 
putra Abu Quhafah untuk shalat di depan Nabi saw‟.”45 
 
Kedua, hadits Anas bin Malik tentang kepergian Rasulullah saw kepada 
Abdullah bin Ubay, yaitu: 
 َ  َا  ٍ ِ َ ْ ُ  ْ َ : ُوْن َ ُلله   َ ِ َ  ًسَنَأ  َّأ   َِأ  ُ ْ ِ َ َ  َا  : َ صَّ  َ َ ِو ْ َ َ ُلله  ىصَّ  َ يِّ  ِصَّن ِ   َ ِا :  ْ َ
 ّ  َُأ  َ ْ ِلله   َ ْ َ  َ ْقَ َأ . َق ََطْن َ  ، ً   َ ِ َبَِك  َ  َصَّ  َ َ ِو ْ َ َ ُلله  ىصَّ  َ صُّ  ِصَّن   ِو َْ  ِ َق ََطْن َ 
 ُو َ َ  َ ْ ُ ِْس ُ ْ  - ٌةَخ ِ َ ٌ  َْأ  َِى َ - َ  َا  َصَّ  َ َ ِو ْ َ َ ُلله  ىصَّ  َ صُّ  ِصَّن   ُه َ َأ  صَّ  َقَ  : ، يِّن َ  َ َْ  ِ
 ْ َق َ ِلله َآ   ِن  َ َ َ  ِ  َ ِ  ُ ْ. ْ  ُ ْقَن ِ  ِ َلَْنا    ِ  ٌَُج   َ َققَ  : ُلله  ىصَّ  َ ِلله   ِ ْ ُ َ  ُ  َِح َ ِلله َ
 َ ْن ِ  ُح ِ  ُب َْطَأ  َصَّ  َ َ ِو ْ َ َ.  ٍ ِ َ ٍّ ُك ِ َب َِغقَ  ،  َ َ َ َ ،ِو ِ ْقَا  ْ ِ  ٌَُج  ِلله   ِ ْ َ ِ َب َِغقَ  
 ْ َأ   َ ُ ْقَن ِ  َ َف ، ِ  َصَّقَن  َ  ي ِ َْا َ  ِ ِْ  َ ْ ِ   ٌ ْ َ   َ ُقَن ْقَ قَ   َ َك َ ،ُُو  َ ْ  َِ ُْنأ   َصَّقَنَأ  ََنغ َ :(  ْ ِ َ
  َ ُقَن ْقَ قَ   ُح ِ ََْأ    ُقَ  َقَا   َ ِْن ِْؤ ُ ْ    ِ  ِ  ََِفئ َط). 
 
Artinya: Dari Mu‟tamir, dia berkata: Aku mendengar bapakku 
(mengatakan) bahwa Anas ra berkata: dikatakan kepada Nabi saw, “sekiranya 
engkau mendatangi Abdullah bin Ubay.” Maka nabi saw berangkat menuju 
kepadanya, dan beliau pergi dengan menunggang himar (keledai). Kaum 
muslimin pun berangkat berjalan bersama beliau (dan tanah yang dilewati adalah 
tanah gundul); dan ketika Nabi saw mendatanginya, ia (Abullah bin Ubay) 
berkata, “Menjauhlah dariku, sungguh berbau busuk himarmu telah 
menggangguku!” Seorang laki-laki dari kalangan Anshar berkata, “Demi Allah! 
Sungguh himar Rasullah saw, aromanya lebih baik dari pada kamu.” Seorang laki-
laki dari  kaumnya (Abdullah bin Ubay) marah dan membelanya. Keduanya pun 
saling mencaci-maki, lalu masing-masing dari sahabat keduanya marah. Maka, 
terjadilah pertengkaran antara kedua kelompok itu, keduanya saling memukul 
dengan pelepah, tangan dan sandal. Lalu sampai kepada kami bahwa ketika itu 
diturunkanlah ayat “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukim 
berperang, maka damaikanlah antara keduanya.” (Qs. Al-Hujurat [49]: 9). 
 
Penjelasan hadist di atas, (Bissmillahirrahmanirrahim, kitab perdamaian). 
Demikian yang disebutkan oleh An-Nasafi dan Al Ashili serta Abu Waqt. Lalu 
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dalam naskah Ash-Shagani disebutkan “Bab-bab perdamaian. Sedangkan dalam 
riwayat Abu Dzar, semua itu tidak dicantumkan, hanya disebutkan mendamaikan 
diantara manusia”. Al-Kasymihani memberi tambahan “Apabila mereka saling 
merusak”. Perdamaian terbagi menjadi beberapa macam: 
1. Perdamaian antara kaum muslim dengan kaum kafir. 
2. Perdamaian antara suami-istri. 
3. Perdamaian antara golongan yang membangkang dengan golongan yang 
benar. 
4. Perdamaian antara 2 orang yang saling marah satu sama lain, seperti 
suami-istri. 
5. Perdamaian dalam perkara kejahatan, seperti memberi pengampunan atas  
bayaran harta. 
6. Perdamaian untuk mengklarifikasi sengketa apabila  terjadi perseteruan; 
baik pada sesuatu yang dimiliki secara individual maupun yang dimiliki 
secara umum seperti jalanan.
46
 
Poin terakhir inilah yang biasa dibicarakan oleh ulama fikih. Adapun 
imam Bukhari telah membahas dalam kitabnya ini sebagaian besar dari poin-poin 
perdamaian di atas. 
 َ صَّ  َ ِلله   ِ ْقَا َ َج ٍف   ْ َ َْأ ٍةَا ََل ِ  َ ََأ  ْ َ صَّلا ِ  ُْى َ َْن  ْ ِ  ِ ْ َِك   ِ  َ ْقَ  َ َلا صَّ ... ة لا    آ       
(Firman Allah Azza wa jalla, “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan 
bisikan-bisakan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh 
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(manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf...” hingga akhir hayat). (QS. 
An-Nisa‟ ayat 114).  
Maksudnya, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) 
memberi sedekah atau berbuah makruf atau mengadakan perdamain di antara 
manusia. Sesungguhnya yang demikian itu adalah baik. Ada pula kemungkinan 
pengecualian disini memisahkan antara kalimat sebelumnya dengan kalimat 
sesudahnya, sehingga maknanya adalah; “akan tetapi, barang saiapa 
memerintahkan untuk bersedekah...” dan seterusnya, maka sesungguhnya dalam 
bisikan-bisikan mengenai hal tersebut terdapat kebaikan.
47 
Dari bahasan hukum Islam seperti yang telah diuraikan di atas bahwa 
perdamaian yang dilakukan oleh aparatur gampong telah sesuai dengan hukum 
Islam, dan mengenai keputusan hukum adat, putusan tersebut harus lebih 
dikuatkan. 
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BAB EMPAT 
PENUTUP 
4.1.  Kesimpulan 
Berdasarkan dari uraian pembahasan yang terdapat pada bab-bab 
sebelumnya, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa hasil dari penelitian 
sebagai berikut: 
4.1.1 Proses peradilan adat di Kecamatan Trienggadeng mengenai penyelesaian  
kasus penganiayaan ringan, perangkat peradilan adat gampong dalam 
menyelesaikan perkara mengikuti dan merujuk pada qanun adat Aceh. 
Bentuk penyelesaian perkara penganiayaan ringan di gampong Teumanah 
sesuai dengan qanun adat Aceh. 
4.1.2 Putusan lembaga adat seperti tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Lembaga Adat mempunyai kekuatan hukum yang tetap, 
namun kekuatan hukum pada putusan peradilan adat di kecamatan 
Trienggadeng yang telah penulis teliti bersifat lamah dibandingkan dengan 
peradilan negara. 
4.1.3 Menurut tinjauan hukum Islam, pola penyelesaian konflik pada tindak 
pidana kejahatan terhadap tubuh hukum dasarnya adalah kisas. Mengenai 
sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku penganiayaan ringan menurut 
pendapat kebanyakan fuqaha, kasus ini tidak berlaku hukum kisas. Para 
fuqaha sepakat bahwa sanksinya adalah hukumah. 
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4.2.  Saran 
4.2.1 Agar pemerintah lebih sering mengadakan sosialisasi yang berkaitan 
dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat terhadap 
masyarat gampong, agar lebih mengetahui mengenai kedudukan, peran 
dan fungsi lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa/perselisihan. 
4.2.2 Bagi pihak kepolisian sebelum menerima perkara melakukan peneltian 
terlebih dahulu, untuk lebih mempertimbangkan keputusan lembaga adat, 
agar keputusan lembaga adat dapat diindahkan baik oleh pihak kepolisian 
maupun masyarakat. 
4.2.3 Penyelesaian dengan hukum adat sangatlah tepat, namun putusan lembaga 
adat harus diperkuat lagi agar tidak terjadi  pelanggaran terhadap putusan 
peradilan adat. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
1. Bagaimana kronologi awal mula terjadinya kasus penganiayaan tersebut? 
2. Upaya apa yang bapak/ibu lakukan ketika terjadinya perkara penganiayaan 
tersebut?  
3. Bagaimana proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Lembaga 
Adat gampongKecamatan Trienggadeng?  
4. Apa sanksi yang diberikan oleh Lembaga Adat terhadap pelaku 
penganiayaan? 
5. Kenapa sanksi yang diberikan oleh lembaga adat bisa dilanggar oleh 
pelaku penganiayaan tersebut, apa penyebabnya? 
6. Upaya apa yang dilakukan oleh lembaga adat/masyarakat itu sendiri ketika 
pelaku tidak melaksanakan putusan yang dijatuhkan oleh Lembaga Adat? 
7. Apakah aparatur gampong mengetahui adanya Qanun Adat? 
8. Apakah dalam memberi sanksi aparatur gampong merujuk kepada Qanun 
Adat? 
9. Menurut bapak, apa boleh pihak kepolisian menerima perkara yang telah 
diputuskan diLembaga Adat? 
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